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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 140 / PMK.010/ 2009
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Mengingat : L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

L Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2 Pembinaan dan Pengawasan adalah proses pembinaan dan pengawasan LPEI sesuai ketentuan
Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

3. Pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia.

4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

> Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

6. Pembiayaan adalah kredit dan/ atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disediakan oleh
LPEL

7 Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban
keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan
kepada krediturnya.

8. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti.

9. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan
dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan
Ekspor Nasional.
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10.
Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal)
yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak
selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang
dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali
jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

1. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu

yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan
dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana
masing-masing

12.
Akad Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

13. Akad Salam adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga

yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

14. Akad Istishna' adalah akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni')
dan penjual atau pembuat (shani').

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

16. Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari

suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri.

17. Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak

guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan
kepemilikan barang.

18.  Akad Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang
wajib menanggung atau membayar.

19.  Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu
tugas atas nama pemberi kuasa.

20. Akad Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana
pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak
penerima jaminan (makful).

21 Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang

ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha
perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

22 Akad Mudharabah Musytarakah adalah bentuk Akad Mudharabah dimana pengelola dana (mudharib)

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama usaha.

23. Akad Jualah adalah akad dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua

atas pelaksanaan suatu tugas pengadaan dana yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan
pihak pertama.

24. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan

turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas
dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan
dalam rangka lindung nilai (hedging).

25 Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disebut dengan BMTD adalah persentase

maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap modal LPEI
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Modal adalah modal LPEI sebagaimana dimaksud dalam pengaturan rasio kecukupan modal.

Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak
transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada
tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih
berjalan.

Aktiva adalah Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang dilaksanakan secara konvensional
maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

Aktiva Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan.

Aktiva Non Produktif adalah aset LPEI selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian,
antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan suspense account.

Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap
wesel berjangka.

Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain
meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas pembiayaan yang belum
ditarik dan/ atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang
Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.

Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh LPEI,
baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh
pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEL

Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum
diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense Account adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi sehingga tidak dapat
direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.

Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP adalah persentase
maksimum penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan, dan tagihan akseptasi yang
diperkenankan terhadap modal LPEL

Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan
persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk
Pelanggaran BMPP sebagaimana dimaksud pada angka 40.

Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan
persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat penanaman dana.

Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk
setiap risiko yang menjadi tanggungan,sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang.

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi
data dan informasi mengenai kegiatan LPEI, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas
kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memastikan
bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BABII
ORGAN

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/140~PMK.010~2009Per.HTM 3/25



12/14/22, 10:37 AM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140

Pasal 2

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI yang terdiri dari:

a.

)

)

seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap
Direktur Eksekutif; dan

paling banyak 9 (sembilan) orang anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non Eksekutif.

Pasal 3

Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan
terhadap kegiatan operasional LPEI.

Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan dibantu paling banyak 5 (lima)
orang Direktur Pelaksana.

Pasal 4

Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan, maka tugas dan wewenang Ketua Dewan Direktur
dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Direktur Non Eksekutif yang ditunjuk oleh Dewan Direktur.

1)

)

®)

)

)

2)

©)

Pasal 5

Dalam hal anggota Dewan Direktur menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan
sebagai tersangka/terdakwa yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan untuk non aktif kepada Menteri.

Dalam hal permintaan untuk non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,
Menteri dapat memutuskan status non aktif kepada yang bersangkutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang direktur non aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Dewan Direktur menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk
melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

Anggota Dewan Direktur yang berstatus non aktif dapat diaktifkan kembali oleh Menteri dalam hal
proses pemeriksaan sudah selesai dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

BABIII
KEGIATAN USAHA

Pasal 6
Kegiatan usaha LPEI meliputi:
a. Pembiayaan;
b.  Penjaminan;
c. Asuransi; dan
d. Jasa konsultasi.
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dapat dilakukan
berdasarkan Prinsip Syariah.
Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Pembiayaan bagi hasil dengan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b.  Pembiayaan dengan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;'

c.  Pembiayaan dengan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;

Pembiayaan penyewaan dengan Akad Ijarah, Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e.  penerimaan kuasa dalam rangka pengambilalihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan
Akad Hawalah, Akad Wakalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
dan/atau
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f.  Penjaminan dengan Akad Kafalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah.

(4)

Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib:

a. membuka unit kerja khusus;
b.  mengalokasikan modal tersendiri;
c.  melakukan pembukuan secara terpisah;

d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan
tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Pasal 7

LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan
prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya.

BABIV
SUMBER PENDANAAN
Pasal 8

)

Untuk membiayai kegiatannya, LPEI hanya dapat memperoleh dana dari:
a.  penerbitan Surat berharga;
pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

1.  pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;

5 bank Berta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;

4, Pemerintah; Oan/atau
C. hibah.

(2)  Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI hanya
dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank
Indonesia.

Pasal 9
)

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperoleh berdasarkan Prinsip Syariah.

)

Akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa Akad Mudharabah, Akad Mudharabah Musytarakah, Akad Ijarah, Akad Murabahah,
Akad Qardh, dan Akad Jualah atau akad-akad lain sesuai penetapan Menteri.

BABV
TRANSAKSI DERIVATIF
Pasal 10

(1)  LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang
timbul dari Transaksi Derivatif.

(2)  Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka
lindung nilai (hedging).

Pasal 11

@ BMTD untuk setiap pihak lawan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.

(2)  BMTD dihitung berdasarkan risiko Transaksi Derivatif yang terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah
Potential Future Credit Exposure.

(3)  Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (set-off)
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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a. merupakan instrumen sejenis;
memiliki transaksi yang mendasari (underlying transaction) yang sejenis;

c.  memiliki valuta yang sama;
d. dilakukan dengan pihak lawan (counterparty) yang sama;
e. mempunyaijangka waktu yang sama; dan

f.  diatur dalam perjanjian para pihak (netting agreement) berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelampauan, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan, serta pelaporan BMPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 57 berlaku pula bagi BMTD.

)

)

®)

)

)

©)

“)

)

BAB VI
KUALITAS AKTIVA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Direktur Eksekutif wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar
kualitas Aktiva senantiasa baik.

Penilaian kualitas Aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Direktur Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a.

Bagian Kedua
Aktiva

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

LPEI wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap:

1 (satu) peminjam dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/atau

1 (satu) peminjam yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif, kualitas Aktiva Produktif yang digunakan
adalah yang paling rendah.

LPEI dapat menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda, dalam hal:

a. penetapan kualitas Aktiva Produktif menggunakan faktor risiko negara (country risk) Republik
Indonesia;

b.  penetapan kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih;

pembiayaan sampai dengan jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/ atau

peminjam memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (cash flow) yang
tegas dari masing-masing proyek.

Penyesuaian kualitas Aktiva Produktif dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk
posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 15

LPEI wajib menetapkan kriteria peminjam yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah
diaudit kantor akuntan publik termasuk aturan mengenai batas waktu, penyampaian laporan
keuangan tersebut.
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2

Kewajiban peminjam untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dicantumkan dalam perjanjian antara LPEI dan peminjam.

®)

Kualitas Aktiva Produktif dari peminjam yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

Paragraf 2
Pembiayaan

Pasal 16
@

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

a.  prospek usaha;
b.  kinerja (performance) peminjam; dan

c.  kemampuan membayar.

2)

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

a.  potensi pertumbuhan usaha;
b.  kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan;
c.  kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;

d. dukungan dari grup ataii afiliasi; dan

upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

)

Penilaian terhadap kinerja peminjam meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

a.  perolehan laba;
b.  struktur permodalan;
c.  aruskas; dan

d.  sensitivitas terhadap risiko pasar.

(4)

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/ bagi hasil/fee untuk kegiatan
berdasarkan Prinsip Syariah;

b.  ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam;

c.  kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;

d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;

e.  kesesuaian penggunaan dana; dan

f.  kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

(5)  Penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi:

a. Lancar;

b.  Dalam Perhatian Khusus;

c.  Kurang Lancar;

d. Diragukan; atau

e.  Macet.

(6) Pedoman penilaian kualitas pembiayaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 17

(1)  Penilaian faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a
untuk Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah mengacu pada ketepatan
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)

®)

()

1)

)

©)

“)
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pembayaran angsuran pokok dan/ atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan
Proyeksi Pendapatan (PP).

Penghitungan RP dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata
akumulasi selama periode Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk
nasabah.

LPEI dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan
atas kondisi ekonomi makro, bisnis, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.

RP dan PP merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pembiayaan dengan Akad
Mudharabah dan Akad Musyarakah.

Paragraf 3
Surat Berharga

Pasal 18

Kualitas penempatan dana dalam bentuk Surat berharga, termasuk Surat berharga berdasarkan
Prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh:

a. Pemerintah;

b.  Bank Indonesia;

c. pemerintah negara donor; atau
d. lembaga keuangan multilateral;

ditetapkan Lancar.

Pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade).

Kualitas penempatan dana dalam bentuk Surat berharga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi
persyaratan:

o

aktif diperdagangkan di bursa efek;
b.  terdapat informasi nilai pasar secara transparan;

c.  kupon, imbalan atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat,
sesuai perjanjian; dan

d.  belum jatuh tempo.

Kualitas penempatan dana dalam bentuk Surat berharga, termasuk Surat berharga berdasarkan
Prinsip Syariah, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) huruf a dan/atau huruf b atau Surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan
ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:
termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade);

2. kupon, atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat,
sesuai perjanjian; dan

3. belum jatuh tempo.

b.  Kurang Lancar, apabila:
termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade);

2. terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, bagi
hasil/marjin/ fee; dan
3. belum jatuh tempo,

atau

1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk
investasi (investment grade);

2. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
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3. belum jatuh tempo.

c.  Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b.

(5) Kategori yang layak untuk investasi (investment grade) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
didasarkan pada peringkat Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu
tahun terakhir.

Paragraf 4
Penempatan Dalam Bentuk simpanan

Pasal 19

(1) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia
ditetapkan Lancar.

(2)  Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam dan/ atau luar negeri ditetapkan
sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

bank penerima penempatan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
(KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
b.  Kurang Lancar, apabila:

1.  bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan
yang berlaku; dan

2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari
kerja.

c.  Macet, apabila:

L bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

2 bank penerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan
status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi
pembekuan seluruh kegiatan usaha;

5 bank penerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau

4.

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.
Pasal 20
)

Penempatan dalam bentuk simpanan dengan Prinsip Syariah terdiri dari:

a.  Surat Berharga Pasar Uang Syariah; dan
b.  penempatan dalam bentuk lain.
@ Kualitas penempatan Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan sebagai berikut:

a.  Lancar, apabila memenuhi persyaratan:

terdapat informasi tentang Surat berharga tersebut secara transparan;

telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai akad; dan
3. belum jatuh tempo.
Macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3)  Kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:
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1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan
ketentuan yang berlaku; dan

2. memenuhi persyaratan:

3) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Akad Qardh;

b) dapat ditarik setiap saat untuk giro berdasarkan Akad Wadiah; atau

<)

tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil
deposito berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad Murabahah.
b.  Kurang Lancar, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan
ketentuan yang berlaku; dan

2. memenuhi persyaratan:

a) terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk
Akad Qardh;

b) tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan Akad
Wadiah; atau

<)

terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai
dengan 5 (lima) hari kerja untuk deposito dengan Akad Mudharabah atau Akad
Murabahah.

c.  Macet, apabila:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang

berlaku;

z bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank
dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan
sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

3.

bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau

4. memenuhi persyaratan:

a) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Akad Qardh lebih dari 5 (lima) hari
kerja;

b) tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro
berdasarkan Akad Wadiah; atau

terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5
(lima) hari kerja untuk deposito berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad Murabahah.

Paragraf 5
Tagihan Akseptasi dan Tagihan Derivatif

Pasal 21
Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak yang wajib melunasi
tagihan adalah bank; atau

ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah peminjam.
Pasal 22
Kualitas Tagihan Derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (hedging) ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan
transaksi (counterparty) adalah bank; atau

ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank.
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Paragraf 6
Penyertaan Modal

Pasal 23

Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (cost method) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Lancar, apabila penerima penyertaan modal (investee) memperoleh laba dan tidak mengalami
kerugian kumulatif;

b. Kurang Lancar, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif
sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee);

« Diragukan, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif lebih
dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal
penerima penyertaan modal (investee); atau

d.

Macet, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif lebih dari
50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee).

Kerugian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahun
buku terakhir yang telah diaudit.

Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (equity method) ditetapkan
Lancar.

Paragraf 7
Penyertaan Modal Sementara

Pasal 24

Kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan sebagai berikut:

Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun;

Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun; atau

Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun
perusahaan peminjam telah memiliki laba kumulatif.

Paragraf 8
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 25

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

a.

©)

2

ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan
transaksi (counterparty) adalah bank;

ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah
peminjam.

Paragraf 9
Aktiva Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 26

Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas
Lancar.

Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.  deposito di bank, setoran jaminan dan/ atau emas;

b.  SBI, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, Sukuk, dan/atau Surat berharga
lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;

c.  jaminan Pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk
investasi (investment grade); dan/atau

d.  standby letter of credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)
atau International Standby Practices (ISP) yang diterbitkan oleh bank berperingkat sampai
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dengan 200 Banker's Almanac atau Export Credit Agency (ECA) yang termasuk dalam kategori
yang layak untuk investasi (investment grade).

(3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.  diblokir dan dilengkapi dengan Surat kuasa;

b.  jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif;
c.  memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable); dan

d. disimpan pada LPEI dan / atau bank pemerintah.

(4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ dan huruf d wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.  bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);

b.  harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk
pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan

c.  mempunyaijangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.
Pasal 27

LPEI wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peminjam
wanprestasi (event of default) berdasarkan penetapan LPEI.

Paragraf 10
Pembiayaan dan Penempatan Dana
kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Daerah Tertentu

Pasal 28
Penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk:
a. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan

b. Pembiayaan dan penempatan dana kepada peminjam dengan lokasi kegiatan usaha berada di
daerah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Aktiva Non Produktif

Paragraf 1
Umum

Pasal 29
Aktiva Non Produktif meliputi AYDA, Rekening Antar Kantor, dan Suspense Account.

Paragraf 2
AYDA

Pasal 30
(1)  LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA.
(2 LPEI wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA.

(3)  Pada saat pengambilalihan agunan, LPEI wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk
menetapkan net realizable value.

(4)  Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai eksternal.

(5)  Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang memenuhi
syarat:

a. tidak merupakan pihak terkait dengan peminjam LPEL

b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh institusi yang berwenang;

c.  menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh
institusi yang berwenang;

d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan
penilai; dan

e.  tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Pasal 31
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Kualitas AYDA yang dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a.  Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;

b.  Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
c.  Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Rekening Antar Kantor dan Suspense Account

Pasal 32
LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.
Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan LPEI
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau

b.  Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan LPEI
lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Bagian Keempat
Penyisihan Penghapusan Aktiva

Paragraf 1
Umum

Pasal 33
LPEI wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
PPA terdiri dari:
a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
b.  cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari Aktiva Produktif yang
memiliki kualitas Lancar.

Pembentukan cadangan umum dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk:
a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;

b. SBIL

c.  Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah negara donor;

d.  Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; dan

e.  bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

Cadangan khusus ditetapkan paling rendah sebesar:

a. 5% (lima persen) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai
agunan;

b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai
agunan;

c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai
agunan; dan/atau

d. 100% (seratus persen) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa
pembiayaan dengan Akad ljarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa
pembiayaan dengan Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.

LPEI wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. pembiayaan dengan Akad Ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan
LPEI bagi aktiva yang sejenis; atau

b.  pembiayaan dengan Akad [jarah Muntahiyah bit Tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa.
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Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dengan Akad Murabahah, Akad
Salam, dan Akad Istishna' mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

Paragraf 2

Persyaratan Agunan dan Perhitungan Agunan
sebagai Faktor Pengurang PPA

Pasal 34

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai
berikut:

a.

)

(@)

©)

2

Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori
yang layak untuk investasi (investment grade) dan diikat secara gadai;

kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang;
mesin yang merupakan sate kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;

pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat
dengan hipotek; dan/ atau

tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.
Pasal 35

Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kecuali huruf a wajib:

a.  dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;

b.  diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak
preferensi bagi LPEL; dan

c.  dilindungi asuransi dengan klausula yang memberikan hak kepada LPEI untuk menerima
uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenubhi syarat sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan
b.  bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok peminjam.
Pasal 36

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan
sebagai berikut:

a.  Surat Berharga clan saham yang aktif diperclagangkan di bursa efek atau termasuk dalam
kategori yang layak untuk investasi (investment grade), ditetapkan paling tinggi sebesar 50%
(lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

b.  tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah,
pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, ditetapkan
paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 18 (delapan
belas) bulan terakhir;

2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah
melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua
puluh empat) bulan;

3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah
melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga
puluh) bulan; atau

4. 0% (nol persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka
waktu 30 (tiga puluh) bulan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai eksternal.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 37
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(1)  Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama setiap tanggal 15 (lima
belas) bulan berikutnya.

(2)  Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif
berupa teguran lisan.

(3)  Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB VII
BMPP

Bagian Kesatu,

Umum
Pasal 38
(1)  Dalam memberikan Pembiayaan dan penempatan dana, LPEI wajib memperhatikan BMPP.

(2)  LPEI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang
mewajibkan LPEI untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya
Pelanggaran BMPP.

(3)  BMPP unit kerja syariah mengacu kepada BMPP LPEIL

Bagian Kedua
BMPP Kepada Pihak Terkait

Pasal 39
BMPP kepada pihak terkait ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.
Pasal 40
(1)  LPEI dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam penanaman dana kepada pihak terkait.

(2)  Penanaman dana kepada pihak tidak terkait, untuk keuntungan pihak terkait, digolongkan sebagai
penanaman dana kepada pihak terkait.

Pasal 41
(1)  Pihak terkait meliputi:
a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI;
b.  perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali;

c.  pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal
maupun vertikal dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada LPEL dan

d. perusahaan/badan dimana Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana LPEI bertindak
sebagai pengendali.

(2)  Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d adalah LPEI, Dewan Direktur
dan/atau Direktur Pelaksana, atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung;

a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham
perusahaan/badan lain;

b.  memiliki hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau
bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;

c.  melakukan kerjasama pengendalian perusahaan/badan lain;

d. melakukan kerjasama dalam mengendalikan perusahaan/badan (acting in concert), sehingga
secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan
secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan
lain;

e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau
memberhentikan anggota Komisaris dan/atau Direksi perusahaan/badan lain;

f.  memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan operasional atau
kebijakan strategi perusahaan/badan lain;

g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau
mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/
badan lain; dan/ atau

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/140~PMK.010~2009Per.HTM 15/25



12/14/22, 10:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140
h.  melakukan pengendalian terhadap pengendali di perusahaan/badan lain.

Bagian Ketiga
BMPP Kepada Pihak Tidak Terkait

Pasal 42
(1)  BMPP kepada 1 (satu) peminjam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.
(2)  BMPP kepada kelompok peminjam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal.
Pasal 43
(1)  Peminjam digolongkan sebagai kelompok peminjam apabila:
a.  peminjam merupakan pengendali peminjam lain;
b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam (common ownership);
c.  peminjam memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan peminjam lain;

d. peminjam menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian
atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi
kewajibannya (wanprestasi) kepada LPEI; dan/ atau

e.  Direksi, Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif peminjam menjadi Direksi dan/atau Komisaris
pada peminjam lain.

(2)  Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Bagian Keempat
Perhitungan BMPP

Paragraf 1
Pembiayaan
Pasal 44
(1)  BMPP untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet.

(2)  Peminjam untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan
dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (without recourse) adalah pihak yang
berkewajiban untuk melunasi piutang.

(3)  Peminjam untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan
persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse) adalah pihak yang menjual
tagihan/pembiayaan.

(4) Baki debet untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan
dihitung berdasarkan harga beli.

Paragraf 2
Surat Berharga

Pasal 45
BMPP untuk penempatan dalam bentuk Surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.

Paragraf 3
Tagihan Akseptasi

Pasal 46
BMPP untuk Tagihan Akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

Paragraf 4
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 47

(1)  Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of
credit (SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Pembiayaan kepada pemohon

(applicant).

(2) BMPP untuk Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan
(outstanding),

(3)  Jaminan untuk peminjam dan/atau kelompok peminjam yang diterima LPEI dari bank dan/atau
pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Pembiayaan.

Bagian Kelima
Pelampauan BMPP
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Pasal 48
(1)  Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
a.  penurunan Modal;
b.  perubahan nilai tukar;
c.  perubahan nilai wajar;

d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan
perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan/atau

e.  perubahan ketentuan.
(2)  Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPP

Pasal 49

(1)  LPEI wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk penyelesaian
Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP.

(2)  Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah
untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP serta target waktu penyelesaian.

(3)  Target waktu penyelesaian ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Pelanggaran BMPP paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal action
plan disetujui oleh Menteri.

b.  untuk Pelampauan BMPP ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal action plan
disetujui oleh Menteri.

(4)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tercapai, LPEI dapat
melakukan perubahan action plan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 50

(1) Action plan untuk penyelesaian atas Pelanggaran dan Pelampauan BMPP harus diterima Menteri
paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran dan Pelampauan BMPP.

(2)  Menteri memberikan persetujuan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15
(lima belas) hari sejak action plan diterima.

€] LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 1 (satu) bulan setelah realisasi action plan.

Bagian Ketujuh
Pengecualian BMPP

Pasal 51
€)) Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk:
a. Pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri;

b.  pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, surat
berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau Surat berharga yang
diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;

c.  Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

d. Pembiayaan yang dijamin dengan:

1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan
dan/atau emas; atau

2. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia,
pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral.

e.  Pembiayaan kepada peminjam yang dijamin oleh:
1.  bank berperingkat sampai dengan 200 Banker's Almanac; atau

2. Export Credit Agency (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi
(investment grade).

(2)  Pemerintah negara donor dan/ atau lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b wajib termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade).
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Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memenubhi persyaratan sebagai berikut:
a.  diblokir dan dilengkapi dengan Surat kuasa pencairan dari pemilik agunan;
b.  Dbersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);

c. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan atau
penempatan dana; dan

d. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable).
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.  berbentuk standby letter of credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku;

b.  Dbersifat tanpa. syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);

c.  harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari ker a sejak diajukan klaim, termasuk pencairan
sebagian; dan

d. mempunyaijangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Pasal 52

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPP sepanjang
memenubhi persyaratan sebagai berikut:

a.

wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar Usance Letter of Credit sesuai dengan Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku dan diterbitkan atau dikonfirmasi
oleh bank berperingkat sampai dengan 200 dalam Banker's Almanac; dan

telah diaksep oleh bank.
Pasal 53

Pengecualian dari perhitungan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d angka 2 dan
huruf e ditetapkan paling tinggi:

a.

b.

©)

2

90% (sembilan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada pihak terkait;

80% (delapan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada peminjam yang merupakan
pihak tidak terkait; dan

75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada kelompok peminjam yang
merupakan pihak tidak terkait.

Pasal 54

Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan dikecualikan dari
perhitungan BMPP.

Dalam hal terdapat Pembiayaan baru yang diberikan kepada perusahaan dimana LPEI melakukan
Penyertaan Modal Sementara, Pembiayaan baru tersebut diperhitungkan dalam BMPP.

Pasal 55

Pemberian Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Pembiayaan
yang diberikan kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 sepanjang;:

a.
b.

C.

M

2

Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan;
perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI;

plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi
dengan inti;

plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi
perusahaan inti; dan

perjanjian Pembiayaan dengan plasma dilakukan oleh LPEI secara langsung dengan plasma.
Pasal 56

BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari Modal.

BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 57
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(1)  LPEI wajib menyampaikan laporan BMPP secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada
Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bukan berikutnya.

(2)  Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)  Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif
berupa teguran. lisan.

(4)  Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII
RASIO KECUKUPAN MODAL

Pasal 58
(1)  LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8% (delapan persen).

(2)  Rasio kecukupan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara
Modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

(3)  Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
a. modal inti;
b.  modal pelengkap; dan
c.  modal pelengkap tambahan.
(4)  Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a.  Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
b.  Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar.

(5)  LPEI wajib menyampaikan laporan rasio kecukupan Modal secara bulanan dengan benar kepada
Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan. berikutnya.

(6)  LPEI wajib menyampaikan laporan rasio kecukupan Modal secara bulanan dengan benar kepada
Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan. berikutnya.

(7)  Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah
tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif
berupa teguran lisan.

(8)  Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan
akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 59

(1)  Dalam hal rasio kecukupan Modal LPEI menjadi berkurang dari 8% (delapan persen), Direktur
Eksekutif:

a. dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan, Asuransi, dan/ atau Penjaminan barn yang
menyebabkan menurunnya rasio kecukupan Modal; dan

b.  wajib menyusun rencana tindak pemenuhan rasio kecukupan Modal.

2 Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Menteri
& p Y ] P P
paling lama 15 (lima belas) hari sejak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Menteri memberikan persetujuan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
15 (lima belas) hari sejak rencana tindak diterima.

(4)  Pemenuhan rasio kecukupan Modal dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
rencana tindak disetujui oleh Menteri.

BAB IX
POSISI DEVISA NETO

Pasal 60

(1)  LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan maupun neraca paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.

(2)  Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut
untuk jumlah dari:

a.  selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
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b.  selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi
dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam
rupiah.

Pasal 61

(1)  Perhitungan posisi devisa neto dilakukan pada setiap akhir hari dengan menggunakan kurs reufers
jam 16.00 WTB pada hari yang bersangkutan.

(2)  Dalam hal kurs reuters untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, LPEI hanya dapat menggunakan
crossing rate pada waktu yang sama dengan kurs reuters.

Pasal 62

Posisi devisa neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang LPEI di dalam
maupun di luar negeri.

Pasal 63

(1)  Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan posisi devisa neto pada akhir hari kerja setiap
bulan kepada Menteri.

(2)  Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelampauan posisi devisa neto, LPEI wajib menyampaikan
laporan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

(3)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah berakhirnya periode laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)  Direktur Eksekutif yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya periode laporan dikenakan sanksi administratif
berupa teguran lisan.

BAB X
ASURANSI DAN PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Retensi Sendiri
Pasal 64

(1)  Dalam melakukan aktivitas Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk
setiap penutupan risiko.

(2)  Retensi sendiri untuk aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI masing-masing ditetapkan paling
tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima permil) dari Modal.

(3)  Setiap penutupan Asuransi atau Penjaminan yang nilai retensinya melebihi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh dukungan reasuransi.

Pasal 65

Jumlah retensi sendiri untuk seluruh aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi 10 %
(sepuluh persen) dari Modal.

Bagian Kedua
cadangan Teknis

Pasal 66
(1)  LPEI wajib membentuk cadangan yang terdiri dari:
a. cadangan atas premi Asuransi dan fee Penjaminan yang belum merupakan pendapatan; dan
b.  estimasi klaim retensi sendiri.

(2)  Besarnya cadangan atas premi Asuransi dan fee Penjaminan yang belum merupakan pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional selama jangka waktu
pertanggungan Asuransi atau Penjaminan.

(3)  Pembentukan estimasi klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. untuk estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan
estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam
proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang
akan menjadi bagian penanggung ulang; dan.

b. untuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not
Reported atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi
tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai
kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.
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BAB XI
PELAPORAN

Pasal 67
LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri:
a. Laporan Keuangan Bulanan;
b.  Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
c.  Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
d. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEL

Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling
lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ wajib disampaikan paling
lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.

Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan.

Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf d secara terpisah.

Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi
keuangan syariah yang berlaku.

Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif
berupa teguran. lisan.

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan
sanksi administratif berupa teguran lisan.

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sampai
dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan dikenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 68
Dalam rangka meningkatkan transparansi, LPEI wajib membuat laporan tahunan.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
a. informasi umum, yang meliputi antara lain:
1. organ LPEIL;
2. perkembangan usaha LPEI;
3. strategi dan kebijakan Dewan Direktur; dan
4.  laporan Dewan Direktur,
b.  laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdiri dari:

1. neraca;
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2. laporan laba rugi;

3. laporan perubahan ekuitas;

4.  laporan arus kas; dan

5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi,
c.  opini dari kantor akuntan publik;

d. seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku;

e.  jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi LPEI serta praktek manajemen
risiko yang diterapkan LPEI; dan

f. informasi lain.

(3)  Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan
disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 69

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib disampaikan kepada
Menteri dan paling kurang kepada:

a. menteri yang membidangi perdagangan;

b.  menteri yang membidangi perindustrian;

c.  menteri yang membidangi pertanian;

d. Bank Indonesia;

e.  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);.

f.  lembaga pemeringkat di Indonesia;

g. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan

2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku
berakhir.

(2)  Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5
(lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi
administratif berupa teguran lisan.

(3)  Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(4)  Dalam Surat pengantar penyampaian laporan tahunan kepada Menteri, LPEI melaporkan juga
mengenai penyampaian laporan tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)  LPEI harus menginformasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada home
page LPEI paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

(1)  LPEI harus mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi keuangan lain
melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki
peredaran luas secara nasional, paling lama tanggal 30 April tahun berikutnya.

(2)  Direktur Eksekutif yang mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
tanggal. 30 April sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi
administratif berupa teguran lisan.

(3)  Dalam hal LPEI belum mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(4)  Laporan keuangan dan informasi keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.  neraca;
b.  laporan laba rugi;
c.  laporan perubahan ekuitas;
d. komitmen dan kontinjensi;

e.  PPA untuk Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan PPA untuk Aktiva
Produktif yang wajib dibentuk;
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f.  perhitungan rasio kecukupan Modal; dan
g.  rasio keuangan lainnya.

Bukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan
kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi.

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 71
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEL

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri melakukan Pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 72
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan:
a.  secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan/ atau
b.  setiap waktu bila diperlukan.

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat lengkap yang meliputi
kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang
yang mengatur tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya.

Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:

a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik, patut diduga bahwa penyelenggaraan
kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI dan
peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan/ atau

b.  berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau Surat pengaduan yang diterima oleh
Menteri, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan
undang-undang yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 73

Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI
tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10,
Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47,
Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat,(I) dan. ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal
52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam bentuk:

a.  Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
b.  Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu. 1 (satu) bulan; dan
c.  Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka bulan. waktu. 1 (satu) bulan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota. Dewan
Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur
Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka:

a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh
Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor
106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan
Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; atau
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b.  Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang
diatur oleh Dewan Direktur.

Pasal 74

Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,
Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dalam
Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran
tertulis, atau pemberhentian.

Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk:

a.  Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
b.  Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
c.  Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan
dapat diberhentikan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEL

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Apabila tidak diatur lain, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku juga untuk
seluruh kegiatan usaha atau transaksi berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 76

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2009

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 276

Lampiran.........

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/140~PMK.010~2009Per.HTM 24/25


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/140~PMK.010~2009PerLamp.pdf

12/14/22, 10:37 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/140~PMK.010~2009Per.HTM 25/25



‘jeuoIseIado

-wnwndo sejisedey wmundo
Sumympusw jedep Sued eped 1seiadoraq Yepr], wnagdo Bued seysedey
[oas] eped sepy seysedey] . -nreq $uef smsig ndurey Bued seysedey eped isezadorsg .
: snues | [39jens Uvyeuesye[RwW eped ;sersdorag < , “1esed
Buek veygeresewiad extf Trequuay yrmd ‘Buresad weBusp werep yeny Sued 1sisod
‘niuguoy nueredusu ueeyesnind yedep unureu ‘Buresad Burpueqas resed esBueg . {NSeULa] ‘SE1RgIa)
epy evoiseradQ [euoiserado uep jeray yedueq 1deys] Mieq “wrenouoyasad Sue{ weBuresiag .
; o yedues eyesn weduresia] . dnymo sesed 1p 151503 ISIpUOY weyeqniad “uepurousyatad
Suef wprmouoyjaiad uenuouoyaiad ‘uenmouoyarad yoto pnrefuadp 1STpUOy reyequiod ueduresiad
srpuoy weSuap uepels ISIpUOY weeqniad a0 ISTpUoy ueyeqnisd yedueq Yepn yare nprueSuadip sepn urerep wrelunuad sisod
resed weBuempy nedusdrp jeBues 1esey . | ysio mnreSuadip 1ese g ~req tesed Ip ISISOJ  « uep geys Sued rese] . uep Jtesed stpuocy
HUIID)
e e vyesn uejerdoy ‘weynqgummnjiad noepdus
1e59q URUR{SUNmay YEpT NEJE SU3RqL9)
‘Hequay yrnd symyum yyms 1e8ues Suek weynqumiad ‘sejeqray | - “req
uep ‘ueynJexnp jedies sugjod ueypmiumsw Buel wveynqumyred susjod | Sued unynquumytsd susyod . Byesn
eqesn weumsSueay “UNINUS pyesn weyerday BURST EyeIday] DI[IUIDT eesn weet8ay DiIroaw eyesn umedsy | weynqummed susiog
sSNsSNHA
LEIDVIN NVINOVEIA MVONVT ONVINI NVLLVHE WV IV AVINVT NINOINO
SVIITVA
VHVSO MHd50¥8d

VISUNOANT YOdSMH NVVAVIEIWIL VOVINWTT NVVAVIANA] w<HHA<DM. NVIVTINHI NVINOTHJ 1

e1souopu] 1odsyg ueeAeiquis eSequia]
uesemedusJ Uep uveuiquia | Suenie

6002/010 " MHd/09T :OWON

we3uenay SIS URINJRId ]

1 uendue

VISINOUNI ¥gnd3y
NYONVADM IHFINIW




“meluras

depeyrs vexpelaquuam
“melunmad Bued yedwep “wrelunuad depeyrsy
uesgersqua Jued ueyraquavn e dnid weyersquusw Sues yeduep . ‘e1esn

‘wrefunmed weSniew Nedumep ueNLIaquat Yeys) neje Isefye ueeijesniad DIt Yepy uep figeis | Sunynpustz uep jqeys doad 1SEIfije neje
1efues wenye ueeyesIs | dnid neje Iselye UeRYRSNIS] weBuap weBungnyy | dnid neje serme ueeyesnaJ neje serme weeyesna] | dnif mep weSunyng

req

“wefunmad ueSUsp UeTess[esI)

elfesT uejRIday 1Je[2) umureu

1Feq teuorewm dromd weBurr weyoZourad

-urefunmad Jued yedurep wefusp wefunoed ‘Ieqiiay Sueinis) Jaqstesod

eyesn Eﬁﬂww&. Beq elray eSeus) weyodouad rlESn eyerday Beq FTm ueun{Sunimay rurereSus yewrad

[esrews Sued yediuep Jueyrstasiad reuayew dnsnos Sued PPE YISLIUE UniTe neje ‘elray eSeusy

weSusp eley eSeus; Jedeplay Uep ueyesaIay yedwrep ueSusp eloy yieq veSuap weyIess[asp ueyoSowad neye

ueyofowad fueiisiasiad ueymquotusu jedep eZeus) ueyoJourad yerey Sued ef1ay eBeus uesyasiad nueeSiusw

1edep1a) uep ueyesaIay e83unjss resaq dnymnd Juenstasiad jedepis; ueyoBowrad fuesyasiad je1RDI] Yeuzed

uenquiruaw e88unyes Sued yenon( wepep uep ueyigaraq rurefeSuaw yeurad wnyaq uep repelmau
1esaq Suek yepum{ wepep ueyigsfreq eley eSeusy . eliay 8eve], W ‘lepew eluamun Bued eliay eSeuny, efroy eSeum
weIgetaq el efewey . ‘upwre{eduadisg req eped elrey eBeuay . “req jedues ueieresewniad uep

yewme] jedues ustuafeirey .

Bueiny uswefeuey .

dnyno uswisfeweyy  «

“req Sued uswafewepy

Buef wowaleuepy .

uawaleuen sejeny

SOSNHM
LIOVIN NVINOVAIAd AVONVT ONVENA NVIIVHEAI AVIVA AVONV] NANOIWOS
SYLITVIYDL
YHVSO MddS0OUd
- N -

vrsauopy] 1odsyy ureleiquiag edequray
uesemedus J Uep URBLIGUIS Surjus)

600Z/0T0 " MHd/0YT HOWON

ueduenay USjUaA UeinjeIa ]

1 wendurey

VIS3INOANI MI78Nnd34
NYONYNIM IHTININ




“werpeduad 1p

FUTIIP U UeUn Sunumay] TeLISTem
e wep ‘nyepaq | Sued veduedwdusd uedusp
Buef ueSuepum-Burpuniad myepIaq SireA weduepum TetIajen:
vermyelad weep myerp -Buepuniad wermyerad | dromo Suek vedueduniuad ‘nyjer1aq Jued weSuepun {dnprny ueSimy8uy
pURIRS egas U TLNISHP wefep IMjerp euemre3eqas ueBusp ‘nyelrag -Buepunisd uemyerad depeyia Sumuad
Gued wnumunmo weyeredsiad | weymuayip Sued ueeredsiad | Sued weBuepim-uepuniad Teiaq Sued uweduepun | werep myelp euewredeqes yeduwrep nynuosw
tedeousiu Wnfaq UNITeR Tedeousia wmaq uTiurey wermelad urepep myerp -Juepuriad werep myerp | usnusp Sued wnmRm Fued 18539 BIEYSIaq
ueejojeBuad ededn ueynyerp | ueelopSusd ededn wrenenp euewTeSeqas U musiIp eupurreSeqos weynuRTp uereredsad ueBuap wmefunuoad Beg)
yere: neye pretaq Suek dnpry | ey neye nieraq Sued dupry | Sued wnuwpuno wejeredsied | Sued wnwnimu uejeredszad | rensss vAuuemy-Suernsass dnpny weSunyBur
weSunyFuy ueeroeSuad ueSimy8ur ueejoreduad redesuaun wmysq Iep qIeq ededuswm wmjsq uep jyreq SueA psey redeouam BIE[[AI e Suel
ededn ueyeuesyeEw eAedn ueyeuesyeow Suemy dnpny weSiumySuy Suemy duprny wveSundury | uep yreq dnpry weSumy3uy werep wefunoad
Um[aq Ueeyesniaj wnyaq ueeyesniaj ueejo[eBusd ededn ueejoefuad eledn ueefofeduad ededn | ueynyenp Jued efedn
SASNHA
IHDOVIAN NVADVYHIA YVONVT ONVINA AVONY1
NVILVHEId WVIVAd NANOIWO
SYITIV
VHVSO 9dS0Ud
- m -

eissuopu] rodsyy ueedviquisj eSequa]
ueseme3Ud ] Uep URELIqUID | Suejus)

6002/0T0°MHd/ 0T “owoN

ueduenay LISTUN URIMIRIS]
1 wendwe]

VISINOON! MNENd3y
NYONVNIN I43INTW )




-[ELIS) RN BIEDDS
rodumay ynye! Sued weqrlemay
U Yrijumn weyeun3rp

nreq uewefind weyequue], «
‘ssmpoid edelq dnynuaur
ndwmew yepn vrefupaad
pmijeq W NI

ey snie SiSeUy s

"SE)IPI] UROSI]

‘odmay ymye] Sued
weqifemay INSImaU
Yryum ueeundp nieq
uewelnd vegequiey .
e8ung
uep yoyod redequmaw
uendwewyepnay
wespiunusu
SEY SR SIS[EUY =

yepuaz
jedues sepmT] -

“osod Lrep

uerfegss wep edung
refequuowr ndvoewn
eluey welururad
emMeq uexpniumusa
Sey SNJe SISy
"seyeqia) el1ay repow
wep Sueiny seypnyr]

‘Buejepus esewn
ip ueredequad nnredusdwaw
ueye 1seerp yepn enqede
Sued myuayioy Yeresew [seNIpUT
yedepis) ummeu eBung eiles
yoyod uereAequied weqifemay
nnuawsw ndurewn wefunmad
undrysawr emifeq UTespmiunuasur
SEY STLIE SIS[[EUY  «
“fTeq eAtuTnUIM
ef1o)] [epoLI wep SepImr] -

“ueleque; BUep
Isqums ueBumynp
edue; e8unq ey1as
yoyod uerefequiad
ueqHemay] NNUSISUE
1edep welunuad
eMRq UepHiuenE

SEY| STLIR SISTRUY  «
yeny efzay

[EPOE UEp SEITPIMYT]  » sey SIIYy
‘uesnizdIp epqede weyeguoe)
[EPOUT UENLIRqUETSUT NI
13%un 1e8ues 48un 138un driyno repow | wenduwrewsy reAunduaw yrmuxad
fepow depeyie; Sueyn oisey | repow depeyies; Suein orsey depeyss; Suejn osey uep yreq drm e[epouLIa ‘Jeny| ueepowniag | werepowIad mpnng
‘e erredip
jedep yepn eyesn
weyerdey uep weqema yose uetenfuad
YnImas Inuaiei weSusp rederqrp
ndurew yepn wefunus]  « euoseiado ueniey .
“TeS3q ‘Jnedau “mmus isusjod DirueLs TIgws
Fued verdnioy nueedusiy . neje [ooy 1eSues eqe] . -‘yepuRz eqe| ueyp[ois] | umumeu yreq dnymo eqe] ueysjoiag | wep 33uy eqey urys[oRg B B[ URS[0ID]
LADYW NVIODVIIA AVONVT DONVAN SASNHM NVILVHYAL WVIVd UVONVL NANOJWOX
SVLITVI

WV [(NIIWA (FINVAIODIAL) vV IANDI

ersauopuf odsy ureleiqua edequuay
esemedus ] Uep Uenqurs | Suwus)
600Z/0T0 " MRA/0yT HowoN
ueduenay] HIUS WBINIRIS [

[ uendmey

Iwi

VISINOON! MI18Nd3Y .
NYONYNIM IHTLNIW




ieq eIedas

(Bu18pary) Terru Sunpuy
“EpUaNI) URnYEp YyR[e) neje
edunq rsew 1deya; e8ung IDIPas yueral e8ung nyns
nsms wep Sugse eynfea | eSung wyns uep Suse vingea "e8ung moyns wep 3uise | myns uep Suise vinfes em | uep Swise yyn[ea reym repu
12N] [B[IU ISenP{]j vuaIey | Ieymn] ey ueyeqniad eussey BINRA T2 1R ueyeqniad Teq weyeqniad depeyrey | weyeqniad depeyrs) ysuss 1esed oyIsu
weoueId) eyesn ueyerdsy wedgers)  eyesn uejeroy ynreduadia) eifesn weyeidoy | Jnisuas ofjojoytod edeisgag Bued onojoriod yerum| | depeyre; SBYAISURG
SASNE .
JHOVIN NVINDOVIIG AVONYT ONVIIA MVIONVI
NVILVIHEd WYIVA NANOINOM
SVIIIVOXA

WV INIWAJ (FONVINIOIII) VIMANDI

eisauopu] 10dsyg ueederquia eSequra]
uzsemeSua ] uep UPBUIqUID ] Buejus)

600Z/010°HA/0yT owoN

ueSiurenay] SN UBITH RIS

1 uendure

VISINOONE X18Nd 34
NYDNYN3N IHILNIW




-urelunmad wereduresip 3ued “we{unmsd weyreduesp
' : ueBirenay 1seULIoN /fuediuenay Buef weBuenay
efunead uetode] seje [44] sisqeUe 1seuLon /ueSuenay
ueredurestp Suek weSurnay Ttsey efiuepe 1ep [UDjIHN werode] seye [T SIST[EUR
~gAed1adrp jedep 1SewIour /reSuenay ue3uenay uerode] yedeplay - {Iself vAtrepe uep WyIo)
NepH nele eIpas=] ueiode] seye JeInYE \[Iseu weSuenay werode] jedepia) .
Jepy weSuenay -eded1adp 1947 ststewre nisey yedepisy ‘Wep Injels) eiedes ueduenay JRInNR Uep Injeis) wrefunmad
ISEULIONUI Uep tedep Yepn nele eIpasIa) yepn neye edesiadip yedep IseuLIonT uesredime Ausua BIED3S URSensy ISLUTIoNT uzuenay
yrumq yedues (911 Nepn weduensy 1SeULIOFUT Sepn Ue3uensy ISEULIONIT nferss welimuad wesredureAuaur nyeyss TSPULIOT
weSuap wefunurad Uep YRInGUISUI UD{ewas [ | \Tep ynmqua g7 weSuap uep yreq duyno [g47  ureflunmad req 177 weSusp uejRIn ey
uedunqngy weduep wefunmad weSumqng] wrefimued weSumanyy | reSusp welmuosd ueSungni] = welunosd weSimgnyy . | uep UReIPasINEY
sy snie uedueInyay
ST SR rep [euoctserado
weBuemsay wep feuciserado uerdnisy idmnuaw yopum
uerdnidy idnynusi eAusnsnupy 1[eY Sueniag
yyun eAUsnsI| usueiad Buef weynim yedepia}l, «
yepsiaq Sued ueynisd ipella), « uey
'Ly (ynod ‘Trey (ynind uedeppp (yapd enp smyesas) pz1
uedepp snyeos) smye1as) o1 veSuap redues wredusp redures ey (nnd wenIed nuueefun Suere{ weedeiquad
pgr medwepw | peyg (gnind enp smems) gz We[rquIas) g4 rnedwepsum ‘e (ynmd urepquuss) uejeredsiad weBuap rensas
yeres Sued eSung | medwepw e Swed e3ung yerey Sued efung neye /uep 06 uedusp redures e8ung e1as weye88un; epe yepn uep | e3ung uep yoyod
neye /uep yoyod | neye /uep soxyod ueredequad sjoxod ueredequrad neye /uep yoyod ueredequad 3req Suntays: ueSuequisyad uerefequrad
uexe38uny jedepaay, ueyedduny jedepis], .« ueyeddun) jedepiay & ueye8dums jedepia], ‘nyyem jeds) ueredequisg ueredayay
LHOVIA NVINOVIIQ AVONVT ONVANA AVINVT
SOSNHY NVILVHYId WVIVAd NANOJNO
SVLITVIA .
AVAVIWIN NVIINVINI
- @ -

ersauopuj 1odsyy ueeleiquag edequis
wesemeldus ] uep Ueeurquiaj Suer)

600Z/0T0"MWA/0HT rowoN

ueduenay] LIAUBIA TeImeIsd

1 vendwey

VISINOON! MNgnd3y

NYONVYNIM IHILNIW




——

ECIAC Lo
dryno Bued weBuedurrfuad
“urefuruzad ueSusp ‘(weSuenoy wenmsay (ueBuenay uynsey
ueyningas SIseus ueyrAumqura Ausur yrgun ueyrAimqura {ust yrnun “mrelumuad weyningay
eduey ueeleiquuad weedeiquad ueSuehrediad) urefeiquad vedeluediad) stsipeue wedusp rensas
weduehredisg  « wefungad weymyngsy wielunoad weymyngsy Buemy uredeiquad
eIy sisieue ue3usp rensas yepn sisIjeue UeSusp rensas yepn ueBuefiredia] wreflunad veymyngsy
1e8ues Sued yenun! ueeleiquand weSuehreding ueedeiquad weBuefiredia] . ‘TetIs e stsieue ueguap
uefusp urmyngsy -Teuayeus Sued yepum{ ‘[eLIa1eux yepn efinfeponf imureu 1ensss ueederqusd
LIep Fesaq JIqal weSuap ‘ue\ryngay uep dnyo Bue yenon{ weSusp “ueyTYngsYy 1Iep 1esaq weduefuediag .
UBLISGIP SeI[ISey Iesaq YIqS] UeNIIaqIp SEII[Ise) URNINGI Liep Tesaq YIqa] UeyLI2qIp sejnise; UeymngSy
saf wep yerum{ . stuaf uep yepum| . Iq3] WeNLIaqIp seqise) studf uep yepum| ue3usp rensas '
werdeiquuad TeuaewW saf wep yeruan( . URNIISGIP SEIIISe]
uenfeSuad Bued yepuom| ueBusp erRyew dnyjno Sued ‘TRLIoIRWI Yeph eAltngenumf srua{ wep yerum{ .
ueZUop 1eNSIS HepR rreedeiquuad wenfeSuad yerum/| wedusp ‘urelerqured umureyu ‘arelerquaad ‘uzederqurad uenfeSusd
euep ueeun3suad veduep renses Sunriy wenf{eBuad weSuap enses wenfe8uad ueBusp 1ensss ueBuep tensas euep ueenm3Suad
Iesaq ueideqes euep ueetm3Sug . Suemy euep ueeum38us « [ Suemy| euep ueermSSus g « euep ueeund8usg . URIENISSSN
‘ueeferqiuad uerhorelrad i
ureep syoyod uejeredsiad ‘weedeiquad weilueliad werep Tidrsurid dnyno Juel ‘pdsurid ueedeiquuasd
depeyrs; drsurad yoxod uejeredsiad depeyray | weederqurad yoxyod wueyereisiad Nepn Suek ueedeiquiad ‘weederquad uerfueltad | weruelad depeyimn
3e3ues Sued wered8ueia g jidisund Sued vere@8ueag depeyis; vereStueiaj uelluefiad werel83uesy | uere88uered yedepis) yepr] ueymnyeday
“ueedelquia uegAeiquad
ISejUR MY Op ) -dexB8usy -deySua] Suerny -deyB8us ‘dexBus] ISEUBTM{Op
jedeprsy yepl], | Nepn urederquaad IsEIUSWIOC] ueederquad 1sejuswmryo(g ueedeiqurad ISEIUNINYO] uredeiquiad [seyusmOg wedeyBusioy
TADVIN NVIQOVHIQ AVDNVT ONVIM] SOSNHA AVONVT
NVILVHYEd WVIVa NANOdWON -
SYLITV
AVAVHNIN NVIIdINVINEY
- _B -

YISINOANI MImand3y 4
NYONYNIM IHILNIW |

ersauopuy 1odsyy ueedeiqua] edequa]
uesemeSUs [ Uep UBRUIqUISJ Buejuay
6002/010 " MHd/ 0y THowmoN
ueSuenay II2JUS[A] URIN)eISf

1 wendure}




-serea uveleiquad ‘[eLISyeu
reequisdusd vIe095 sefes uweferquuad ‘serea ueedeiqurad
Bunmpusu werequisduad Summpusiw Tersyeur dnsno uenequuaduad sefea
g R o B M e e e
t I requiafuad Sunynpusin yrjun dnynousa Summpusw
‘Buehred Guehred sum rdmynousi Bueiny sefea uejedepus g sprmm idnymouew
dnyno Bued nyyem unamny dnsmo Bued nyyem yepn sefea uejedepuag sepes ueyedepusy -
weSusp ueedeiquuad unany| ueSusp ueedeiquiod . .
treederquad snraf
sruaf ueBusp rensas stusf weduap rensas eSS TENSaS Sired
syepn Swef poviad 20048 epn Suek pouad 20048 vm o 2pn 1 “(poriad 20043 weLTaquuad “(portad a0p48 werraquoad
uerraquiad jedepia) uep weuaquad yedepra) wep poua muuu :.mﬂwn.ﬁmm wepep Jnsewa)) refem UIRTEp YNSRULIS))
1efem yepn Sued qequay 1efem Suemy Sued qequiay g 1 mﬂmﬁ _.Mﬂu erm dmeynd Jure £ mequusy Tefem Jured requey
uerelequuad vureyg werelequusd rurayg edn] Stwa [equisy weredequiad ewag uerefequiad eweNg
uerefequuad ewuayg
‘[ELISJBUL BIRIDS
ueedeiquuad ueefeiquiad stuaf /mypnos [eLajeur doyno eredas ‘ueederqurad weedeiquuad
stus{ /mpmns ue3usp rensos Jueany ueederquisd stus{/mpnns snwl /mpmns sTus| \h_.t?bm
ueguap rensas ueref{equuad Jaqung ue3usp renses Suemy ueduap rensas Suemy ﬁmwmmv Tensas
sepn ueredequiad 2qung e Bunmew uerefequiad 1aqumg werefequuad requung uereAequad raquing .
epo yepns -urefurmad “wrefurmad wuep
“IeurSun s neyedastp Suek Bqums ‘nesedssip uep [447 ye[o nexedasip 1947 yelo eedestp  uep ueqiemay
Sueh wemlequiad BILJUAWIAS “TLEIANID BueA uep ure] equns uep seygnuspnp jedep seel ueBuap segOULapPIP uerefequad
taquims yedepis) YeplL Nepn ueledequuad equumng LIEp [eSelsq WeIedAequus ueredequied Isquing yedep ueredequad rquumg Xoquuns uerefemay]
SNSNHX
IHDVIA NVANDVIIA AVINVTI ONVINA NVLLYV YA WY TV AVONVI NANOJIWOM
SVIITVNA
AVAVIINIIN NVAJAVINTL
- w -

vissuopuy 1odsys ureAriquiag edequia]
uesemedua ] Uep ueeuIquiaJ Sueius]

6002/0T0 XHWd/ Q%7 1owoN

ueduenoy LIS URInRIag

1 werdvaey

VISINCAONI MN8N
NYONYNIM HILNIN




ByRSn
ueyerday depeijs;
Teusyeul yedues Sued
yeduwep uedusp ‘Iseieip
yns SueL ef1oy efeus
uexoSowad pelia]

“pIRSN URjRIZa] depelIs) [eiaiew

dwymo yjeduepraq Sued ueyo3owad |

neje ueisgesiadedepiay
Hep “UBlesatsy uey[Nquinsu
yedep e38uryes resaq Suek yepun{

urepep uelqarieq el e8eua] |

“BljesTE
wejeiday depeyIs) [es e
dnyno yedureprag

Gued ueyoJowod nege
weystesiad jedepis; wep
“ueylqarteq elrey edeua]

yreq dnyno wesmeliey uep veurdund
ueSungmy eAutonumn eped e33unps
“s{req UeSUDp UeNIeSS[OSIa} UB[a)
uep ferreew epn efijedurep Sued
wexo3oursd neye ueysasiad yedepim
yewrad ‘repewaw dnyno eloy eSeua)

weyoSowad

nele uesiasiad

Teredusi

Je3edIa) Yeursd

WNJaq Uep [epRIIaw
Jued ey edeusy -

“(uendweway p{InIew el10y e8vum
(uendureway pmusu wep uewree8uadiag ueyeTeseuLad
Sueiny deys; reweredusd ‘uspuadapn uep
“Ues] aFpuadeput uauwrs(eue) uautsfeuaur) yieq uswalpuew
yedues uemafeury “reureedusdiag Suemy] ustmaleuey sreq drnyjrs uswa{euey yreq Sued uawsleuv « 1e8ues uewpleuey . SeHTRT]
nIeq Sued sTUsiq Bajens -Tesed
ueyetesyeow eI equray wrefep yeny Sued ssod
ymmnd jedep unureu NNSTIOIa) ‘sejeqid)
-snIas Sued ueereseurad ‘Buresad yedueq deey ‘Buresad Bued weBurestag . weSureszad
mInuag nrepeSusw ueeyesniad ruorserado yreq doeno resed 1p 15150 weSusp Burpueqes resed es8ueg « “wenumouoyarad welep
e £ uenmouoyaIad uep 1233y jE8ues vyesn weduresiaf “wenmouoysad renuouoyexad ISIpUOY ueeqniad yeqeseu
1s1puoy uedusp ueyels “uepmovoyaIad sTpucy ueeqniad ISIPUOy ueyeqrnrad 1sTpUoy weyeqniad yaio nmredusdip yato nnureSuadrp yepy s1sod wep
1esed ueSwenyey oro nnreBuadrp jeBues reseJ yaro nueduadip rese sredureq yepn yreq tesed 1p 51504 . uep igess Sued 1esey . | tesed sIPUOY
‘GuayIaq Uexe eJesn
Tesaq Ueun{Suniuay uep “weyngumrad ruereSusm
yrnd syun weynSenp yepn neje seyeqis) jeSues “SIeq Jeqeseu eesn
yeSues yeqeseu yeqeseu eiesn wegerday ‘sereqia; Suek weynquanyiad BIESH URYRIZaY URYNQunIe]
vijesn ueunssueay] “UTINUSUE JRQESEY BUEST TR RI3Y] uenquiniiad 1sus0J 15ujod DS BifesT URRISay weynquimiad U0 . ISU2)0,]
LHOVIN NVINOVIIA AVDINVT ONVINL SNSAHD NVILVHYId WVIVA AVONVT VMMMwmm

erssuopy] rodsyy ueeleiquia] eSequia]
aeseme3ua [ uep ueeuIquaJ Sueiua

6002/0T0 " MHI/ Q71 20woN

ueSuenay] LISULN UBINjRIa]

1 uendurey

|®l

HYIVAVASTUN NVA HYEVEVHAIDA SYITTVY NVONOITOODINI 'L
VISANOANI dOdSME NVVAVIGINEL VOVIWHT HVIUVAS dISNTEd NVONIA NVVAVIEINAD SYIITIVA NVIVIINAS NYINOd3d  TI

YISINGAN| ¥gnd3d
NYONVYNSM IMILNIN




uerpesuad

P Imjunyp rum
weun{Sumwesy By
uep ‘myepEsq Suel
uedurpun-Suepumniad

‘Terxayew
Bued veBueduniuad

ueinjerod weep ueSuap ‘nyerisg . "myefIsq Sued
Inyerp eueurredeqas Sued ueBuepun-Suepimiad TeLaje ue3uepun-Suepuniad {dnpnj veBunyBuy
weymuayp Sued uemjeiad weep Imep dnyno Sue ueBuedurAuad uemyerad wefep depeys; Sunuad
W ueeredsiad euRumedeqes WeNnRISITp ueBuap ‘myye[Iaq mjerp euewre3eges Nedurep DO
redesusu wmyaq Bued vejeredsiad redeousun Fuel weduepun-Fiepimiad ‘myepag Sued weSuepun ey nuIeip ek Jued resaq ereysiaq
ey uzejop8uad wnjaq unured ueejopduad weinjelad wefep Injerp -Buepurnuad wermyered i weeredsiad eqeseu 132q)
eledn uesr{ep e evAedn uesnye(Ip Yye[a) eurUITZdRgas URTIUIID wre[ep nyerp euswredeqas ueJuoap Ensos dnpny weBunyBury
neje nreraq Sued dnpny neje gielaq Sued dnpry Bued wnuomuna ueyeredsiad uesnyuyp Sued wnnrn eAuBuemy-Jueimnyss eIB\[oWs
reSunySuy ueejoraduad weBunyBur] weejoBuad redesuawa wnfaq UEp yreq ueyeredsiad redesusw Bued sey redesusw uep eSuer weep
eledn ugyeuesye[EW vledn ueyeuesyeEwm Suemny dnpny weSunyBur wnaq uep Jieq 3ueiny dnpny yreq dnpiy weSunySur JEqeSeu usymerp
wm[aq UeeesTIS ] WIM[aq Ueeesniag ueeoaBuad eAedn » | ueBuny3un ueejoE3usd efedn - ueejojafuad vAedn Sued efedn

"[eQESEU UEN]BISGUERUT
yBqRSEU Bued sedurep yeqeseu depeyia)

Jeqesen umyperaquawt Sued yedurep ueyLsqurawr renin dnid uesjequauw 3ues yedwep eyesn Junynpusi ISeIfLye
wer3nrow jedues dnid wesLraq o 17e[ay dnid neye 1serye ueeyesniad TIIUISUI YePL Uep [Iqels uep qes dnxd neye dnid
neje ISR URBLESNIS » neje [SEIE URRUESTLIS] ueBuep ueBunqnyy « dnig neje iserye ueeyesnIag - neje [SEI[JE UBRESIIS = ep wedunyng

IHDVIA NVINOVIId AVIONVTONVINA SNSNHM NVILVHY¥Ed WVIVA AVONVT VHVSO MAdS0¥d
- Oﬁ -

mwmm:owﬁ rodsyg ueedeiqura ] eSequia
uesemedUa ] Uep URBUIqUIS] Sueius)

6002/0T0° WA/ 0y T -owoN

ueBuenay LSJUSA UBIIIRIS]

1 wendue]

YISTNCANI H18Nd 3
NYONYNIM Y2 LNIN




‘odws; ynyel sued

3uegep esew 1p verelequiad

‘Teuorserado ueqifemsy lynuawen “reSirenay nreSuadwau ueye 1sejerp ‘UBlRqUIT] BURD
wer8niey dnynuaum ynjun ueyeundp ueyrmsay] idmynuaw yrun yepn enqede Sued muagas) Iaquans wedumnp
ymum ueeun3p nreq weefeiqua] « | weedviquad ueSueluedsy yepesewn 1sexTput jedepisy edire; 1sey 18eq 1510d
nIeq weeAviquia g isey 18eq wvedeiquiad uems3ue unured [1sey 13eq 1s10d ejies elias uvedeiquuad
1smpoid 1510d vy195 Ueederquuad uerdeqas neye /uep [Isey weelerquad werpequisSusd uerequaduad
edeiq dnynuata ueimsSue ueyequofusu 18eq 1s10d weyLIqUISW ueqifesmay RMUSTW reqemay Inusmaur
ndureur Yepr yeqeseu mendureunepnay ndwew eduey yeqeseu ndwewz Yeqeseu undrgsom yedep yeqeseu
emyeq Uuspmitmusw umpnimueom eMITEq uBpmAmuswm emyeq uepyniunusm emieq uepniumasm
SBY SNIE SISeUyY sey snxe SISIRUY se| STLIR SIS[[RUY SEY STLIE SISTBUY sey stIe SISIfRUY
‘seyeqra) el epowm “req eAlmmon ‘yeny elioy sy snIe
“SEIIPITI] UBINSS] "yepuoi JeBues seypInyr] uep uerny sejIprnyry el12y [epow uep SENPIMI] » | [EPOUI URp SENPMYI] Uep Seprprnry
‘wenIadip epqede
URBqUTE]} [EPOUT RIS ‘[epour Lep
. o wendureway yepusI yiqa[ Sured
‘138un yedues epowt ‘133um [epow 133un dnyno epow eAunduow yynmad Sueyn yepun! wedusp werepowrad
depeyis; Suzn osey depey1a) Sirein oisey depeyra; Suein oisey uep yreq dnyro Ue[epouLa]. Jen| UR[EPOID] mypnng
“uesueeradip
jedep yepn gyesn
ureper3asy wep ueqiemos "Jo88E TEqEIS BqE] URLUR[0LD]
BIUISS T NUDUISUT uefenfuad ueBusp redeiqip uep feqe] 3ol
ndwreur yepn yeqeseN feuctserado werdniay] UMM re3usp ueySurpueqp
-yesaq Suel " nedau neye “e] 19810] LIRp \JRpUal SU10d DI Uned 138un yigep neye
werdnmay rurereSusy 02y ye8ues eqe] URRIoID] 1G9} BqE[ Ueys[0Isd sreq dnond eqef Uey[019] - BUIDS BQE] URYS[0Ia ] eqe| uBysoLa

JIOVIN

NVINDOVIIA

UVONVT IONVINA

SOSAHY NVILVHEAd NVIVA

AVINVI

HVIVSVYN
(FoNvIvIOoTIZd)
v{gaNDI

eisauopuy Jodsyyg ueedeiquia edequua]
ueseme3us ] Uep UretiguIs ] Suenis)

600Z/0T0°YHA/0y 1 OWON

ueduenay ISIUIN UBIIgEIe

1 uexdue]

|HHI

VISSNOON! MI18nd3y
NYONVYOEY 14T INTIN




“Jelnye ‘JeImnye uep yeqesen reiuensy
eSupnay 1SEUIION weynSerow uep myeal rse 1deye) myeIs) ‘JRIMYE URp INjRIa) Injela) eresas ueSuenay ISEULIONUL
ueyredwedusu yepn ueSuensy ISEULIOfUT yepn weSirenay ISeIoOnT 2IR95 Ueduensy ISeuIo 1sewIons ueyredvre Ausw UeyeInyesy
sepn yeqesen] = | ueyredueAusiu yeqeseN uesredurefuaw eqeseN] ueyredwelusw yeqesenN = ne[es yeqesey = UEp UBEIPaIsIald)y]
-‘wrereAequrad
spouad ¢ weduop {dd %0£>dd > dd
'rerefequiad apopad redures 44 %0€ S Q4 %0€) dd %02 1ep Sueinsy
€ P UIqa] Jd %0E> dd = neje /uep uep JJ %0¢ SEIe IP
neje /uep ey g weSusp redures neje /uep e gz wedusp “dd “dd %02
aaey g1 medwrein ey oz medwepur redures e\ pg medurePu 9,0/ LIep UIqa] reje evnes J) = Lrep YIge] neje ewes Jy -
ye[@) Sued ueeleiquad ey Sued ueedeiqurad e Suek ueeleiquoad neje /uep (uey gg uelusp T uepimyyesm sey 18eq
joxod wemsSue yoxyjod wemsBue siosjod ueinsSue redures weelerquad yoyod yeds) werderquuad yoxod uereAvqurad wep
weyeddum jedepia] « weye88uny yedepray weye33uny yedepiay weins3ue weyeddum jedepis] . uemsgiue Uerefequma] = yoyod uemsBury
WVAVINEIN
LHOVIA NVOOVHIa AVONYT ONVIOA SNSNHM NVILVHYHEd WVIVd AVINYI NV ANV INDE
“ieq e1edas
(BuzBpany) yenr Bunpury
uer{e[Ip UB[e) neje
-Burse ejnea “TEpuayIa) JR[Ipas JoepR1 Suise ejnjea
Tev[N] TeAT ISenynj) -Burse eyneA Jeym ‘Juse gnjea Iy Te[RI yrsewt ideyay Surse eynfea Teyn3 reqru ueyeqnrad 1esed
PUaTEY WEdSURIS) TepnI weyeqriad BusTey ueyeqniad yruedusdis; Teym Temu weqeqniad depeyisy depeuzsy misuss osis depeyray
eyesn uejeiday . wredrerd] vyesn uejei3sy « eyesn wejersoy = msuas orjojonzod ederaqag o Bued ofontod yepun{ « SEITATIISURS
HVIVSVN
IHOVIN NVNOVIId AVONVT ONVANA SNSNHM NVLLVHYAd WVIVA UVONVI ANUZ«MEMOE&
VIMENDE

ersauopy] Jodsyg uredeiquisj edequua]
uesemeduag Uep URBRUIqUIDJ SUBIUS)

600Z/010 “MHd/0%T ~IOWON

ueSuenay URJUIW UBINjRIR]

[ ueardue

|Nﬁ\|

VISTNGONI M12Nd3Y
NYONVYNE Y3 LNIN




“[eLerew
vredas ewnnp Suek

‘eurioNp 34 ueedeiquisd

“PUALISITP wedeiquad stual /mpmns ‘Teuayew duyno srual /myynns
Sued ueeleiquad ueduap rensss Suemy BIEDSS RUILIRIp Sued uz3usp 1ensss
srual /miynns uerefequad aqumg ueeAriqurad smuaf /oyynys _eweyrp Sued ueedeiquiad ueredequmed DquUNg .
weduap TENSaS Yepy “ueyury Sun s weSusp rensas Suerny s/ myynns weduop tensss "Jeqeseu
ueredequiad faqumng . Nepn yepns neyedasip uereAequiad Iaqumg Suemy weredequad Jsquumg W | wep j3J] Yoo geyedastp ueqiiemay
UeuB S U uRUT Sued 1pqums erepusuIas ‘nexedasmp “IeqeseL uep {3 J7 Y90 uep seral ueSusp ueredequiad
Sued verefequiad TLEIINIP EPR Swured 1ep UTe] Y2qUINS neyedostp uep 1seyyOUIpTP 1seRuUspnp Jedep Rqums
1aquins jedepis) eplL ueredequrad 1aqumg LIEp [Eselaq uereAequid g jedep ueredequisd 1oqung ueredequmad aquung . uerefemayy
wreduenay uepmsay
uetAumquraAuaur ynyumn
ueederqurad ueSuehredisy
weedeiqunad
ure[ep ewein /yoyod wethee{rad
wejeredsiad ‘pdisund yepn Sued Juereredsiod
depegis; pdisurzd ueedeiquad ueperedsiad depeipia
Bued vered8uerg depeyta; veied3uey weymyeday]
"epeE Yepn yews| ueimase
ueunSe weyeyrdusd uwyeniBuad uep deySusy yewe] uevme ueieyrusd ‘Jeny veunge Jeny] ueumdy ueyerBuad
neje /uep uezdeiqurad yepn ueedeiquad uep dexBus Suerny weyeqiBusd uep deyduoy uep deySus] meeleiqurad 1SEIUSWnop
ISEUAWI O]« ISeIaWmN O] weeAviqimad 1sejusurnyoC] ueederquuad spuawm{og  « SEIAWO(] - uedeySusiey
UVAVIINAW
JHOVIN NVINOVIId UVONVT ONVIDE SOSOEM NVILVHYEd WV1vVd AVINVI NV NIATY DT

eissuopy] 10dsyy ueeeiquiag eSequra]
uesemez3Us ] uep URBUIqUDJ Suejus)

600T/0T0 W/ 0% T -rowoN

TeSuenay] LISJUSA] URITJEIS ]

1 uenduwep

ImHI

VISINOANI ¥1gnd3y
NYONYNIM I ININ -




“yeqeseu ﬁmﬁmuuemmﬁ

Yeqeseu wejrIaquIswu Suei “eqeseu

‘UeqESEU Bued syedwep Yedurep UeqLaquIa e[ ueielaqursu ued yeduwep "BTEST Sunynpusi

weyi8niow ye8ues dnid meLIsqura yepe; dnad dni8 neje 1seiye ueeyesniad IO Sepn UEp [IGe}s uep fqeis dnid

nEje ISEIE UBBESnID ] neje [SeIe UsLestia ueSuep vedunqnyy « | dnid neje seqye ueeyesniag Tleje TSI I Ueeesnis]

. -(rendureway (rendurewsy o{Irumaw

e 1degs) “reureeduad uep wewereduadiag

URUID] uewrereduadiaq Bueny ‘uspusdapn ‘uspuadapur usimafewsn)

ye3ues uswmaleuey] Fuemy uswaleury “req drons uswasfeuep] - | uswmaleuew) yreq usmalewey req ye3ues ustmaleueiy
nreq Sire£ smusiq

‘snyras Sued weyeesewrad 13a1ens usyeURSRW vl -1esed wrepep

nmeedusm ueeyesnrad requay ymmd jedep unureu ‘Suresad urBuep yeny] Sued sisod ynsewrs;

Teuorsezado uep 1e30y ‘Buresad yedueq idejo; Fupuegaes aesed esBueyg ‘seyeqre} Buek weBurestag

“UTLITHISL yedues eiresn weBuresag req duyno resed 1p SIS0 » “uenuoucyasd “renmouoyarad

Sued venmouoysiad wenmotioyarad ‘uenmouoyaiad ISTpuoy ueyeqniad ISTpUOY treeqnrad

1sfpucy wefusp ISTpUDY Ueyeqad 1a[o ISTpUMy weyeqniad =10 nnreduadip sedireq yojo nmreduadp

wefelas 1esed ueBuemyay nmre3uadrp jediues rese ] ys1o nmreduadip resey . yepn “freq 1esed 1p 15150 JepH wep [1ge)s Fued tese]

"[USLI9] UEYE BUEST

Iesaq UBUnR{Sumuaay ‘ueynqunizad urepeSus
uep equuay NEPH Neje sejeqroy

nd ynjun weynSenp . 1e8ues Sued veynquoniad "SRRI req

jeBues yeqeseu NI 1suajod ueyyniunisw eqeseu eesn uejeisay eqeseu eiesn wejerdoy

eyesT ueBunsdueoy Yeqeseu eiyesn uejerday Jeqeselr eyesn wejetSay « ueynquinjisd U330 weynquunyiad 15U30,J

IIOVIN NVANOVHEIA UVONVTONVENA EHH%MMW%.H&RH AVONVL VHVS NIISOud

eisouopuy 1odsyyg ueelerquia g eBequio]
uesemMEZURJ UBp UPBUIQUIDJ Suejus)

6002/0T0°XNd/ 0% 1 10woN

URSUENoY LIRJUS[ HEI|eId

1 uexndwe

VSVIILIN ISYVSNVIL NVA H@IVD * VNHSLISI ‘HVHVEVININ SVIITVDI NVONOTODONII T .

lwﬁ‘

VISINOQANI MNanday
NYDNYNIM HIINTW




uepeduad

TP TP HTun
UwBRUR{Sun ey R{ITIeouw e Em dnpmy
uep ‘nyjefeq Sued Bued ueBueduniuad uedunySuyy
weSuepun-Suepuniad TeZUsp ‘rR[ISq depeysay
wemyerad wepep Bued ueSuwepunSuepumiad ‘[eueyeu dnyno myeprag Suek Sumued yeduwrep
merp ewewre3eqas - uemyernd Suef weSueduiuad ueBuepun-Suepuniad praat Sued
ueymuATp Sred ure[ep Injerp eurunedeqas wedusp ‘nofersq Suek rermyexad wefep Iesaq B[EYSIaq
o ueyeredsrad ueynjusyp Sued ueSuepun-Suepuniad mjerp eurweSeqas Jeqeseu
tedeouaw wmyaq umeredsiod redesusur uermjessd werep nyef1eq ueymurp ues 13eq) dnpnyg
umwied ueeiopsuad umpaq ummelr veejoraduad nmerp vuetmedegas Bue A ueBuepun-Surepunisd wnurmn weyeredsiad wedumyBury
ehedn wesneEp Yele) ededn wesnyenp e ueymusjp Sued ueInjelad urerep Imep uwe3usp renses BIRYaUIaUI
neye nreisq Sued dnpny neje grelaq Sued dnpny i uejeredsiad eumneseqas uenjuap Sued rAUBIRIY-SUemyas eySuer
weSunySur] ueejopSuad ueBumySu uerjoESuad redeousi wWnfaq wep yreq wmunnn uegeredsrad redesusw BueA sey redesusw uep WIB[ED YeqeSeU
eAedn ueeUesyROW eledn ueseuesyepUx ey dnpry wedumySurn umjaq wep Yreq Suemy dupny yreq dupry wedunyBury TP
WN[aq ULEesniag « Um{aq Ueeyesniaj ueeoRdusd ehedn) « wedunyBur] weeiop8usd eledn ueefopdued vAedn) . Suel efedn
‘ueyoSomad neye
“UResalay Ue{[nguImisin “yreq eAwmanuun eped weyoBowad neje uepsyastad TurereSuaw
“ISeyRIp yedep v83unyss uemeAey wep weuidind ueyisesiad rorejeSusu jeyenioy Je1EDI9) Yewrad
yms Sued eloy eBeusy 1esaq Swred qepun( uretep UESunqny uneu yewrad Wmiaq Uep [Epewa wmjaq Uep IepeImaur
ueyoSowad 1pef1a]. . ueyIqaptaq eley edvua] weyiqapreq eley edeuay « rAuumum eped eley eBeus] . Bued elioy eSeusy, »
JADVIA NVNOVIIA AVONVT ONVIDE SNSAM NVILVHYEd WVIvd AVONYT RAias

risauopy] Iodsyy ueeAelquiag eSequs]
veseme3usJ urp URRUIqUIRJ Sireius;

600C/0T0 " Hd/ 0% 1 1owoN

ueSiuenoy MOJUSA] UBIN)BIS ]

1 uerndure]

lmHl

VISINOANI Hinand3d
NYONVNIA 1dZAINIW




"BuejEpULaW BSBUT Ip
werefequuad nmreSusdwaur wexye
seyerp yepn eqqede Sued musyis

Teequre; eiep
Iaquums weSunyup
edire; widrew uep

mdrew -uidrewn trep weidvges geresew seypul jedepis) umnew yoyod uerefequiad
eympoxd edeiq dnymusw uep yoyod relequawm uep yoxod redequiow urBrew vep yoyod wernequisfuad ueqiiemay] InUILIAW
ndurew Yepn yeqeseu wendureursepnoy ndwrewr eAu=] yeqeseu wreqilemay nynuBstIawm yedep uyeqeseu
e eq U niumusu uespynfunuew emyeq Uey il ndurew yeqeseu eamijeq eMifeq Uepmimuswa
sey snie SISeuy SEY SILE SISI[RUyY SR STLIR SISI[eUy wepniunuaw sey snie sEiery SBY SNIE SISTfRlry
-sejeqial eliay fepow “req eAmImimn Jeny ehay
“SRITPIMI] eI nsay] epual jedues SeyIprmyr] uep Jueny sejrpmyr] el jepoi uep seppIr] [EPOIT Wep Seyiprr}

: ueynadip enqede

URJEqUEE) [ePOLT WeNLIq I

188up je3ues [gpow 188un Tepow 138w dnyno repow uendiurewnay 1eAvndurou yrruad
depeyis; Suen orsey depeyiay Suein osey depeyaa) Suein osey uep yreq dnyns uerepowwmJ Jeny] UR[RpOULIa]

-ueyueElRdIp :
yedep yepn eyesn

ueyer3ey uwep weqilemay
YTUIM a8 YNUISUTSUT
nduzew yepn yrqeseN
Tesaq

Zued uei8niay nuere3usyy

"jose werenfuad
ueBuap redeiqrp
euorserado uergniay]
Jmedsu

neje [ay jediues vqey

ePUal vqe] Ueya[oIa]

UNIFUSWE [Suajod DI
unure yreq dnspno eqe] ueye[ong

TIqe}s wep
138un vqe] veysOIn]

IHOVIA

NvIO5vala

HVONVT ONVANA

SNSNHM NVIIVHIII WVIVa

YVONVT

HVIVSVN
(IONVINOINII)
VIIANDE

visauopu] 10dsy{ UeeirIquIs] B3RqUIaT]
uesemeSuaJ wep ureuiquiaJ Suejis)

6002/010°3Hd/ 0y T-OMON

ueFuenay LJUSJA] UBINJRID]

1 uendue

Im.hl

VISINCONI MI18Nd3d
NYONYNZEN [MIENTIN




ey Hey
{(ynmd yning snye1 enp) (qmmd uederap smywias)
"11ey 0/z weSusp redumes [ey 081 weBusp redures
(ynmd yning snyex enp) (ynmd wedejop smyeies) ey (ynynd uenquas) IRy ‘pexe weyerefsiad
027 HemapauI e[} Sued 091 Demaau yeya) Sued 06 Demaaw yeys; Sued (\ymmd uenquas) gg ueuap ueSuap rensas
S 1ewr neye /irep yoxyod urgrewa neje fuep yood wiSrew neje /uep yoxod redures urdiew neye /irep e1r88 wee3Sum epe
uemsue uerelequad uemnsdue ueredequiad uems3ue uergAequrad yoxyod uemsBue uerefequuad sepn uep niyem yeds)
ueyeddum jedepiay - ueye88um jedepial weeSum jedepiay . wee88uny jedepiay » wems3ue ueIedequiag
. SOSOHM AVAVINIIN
JIDOVIN NVINDVHEId AVONVT ONVINA NVILYHYEd VIV VVOINVI NV OV INE
-odwmay
‘[ruoiserado ymyef Sued weqifesay ‘ueBuensy uelnmsoN
uerSniay drynusw ynim TNMUSWSWT YJLm duynuaw ymun
ueyeum3Ip nureq 3uvinld « ueypunIIp nreq Sueynry Suenid uedueiredrs,] .
“Ieq BIEI3S
Te[n: Sumpury weyneRp
[e]9) NRIE JD[IPIS
: “Buise gynjea T[EpUsy Iz} Jrepar duse vinfea
-Burse eynjea . “Suse winfea Ieym TefTu weyeqrniad sz ideys) Burse vinfea teym TeNT e[l weyeqniad
IEty TR [SENIN Yojo Iexmy re[ra weeqniad yafo yaro ynieduadisy e weyegniad depeyrs depeyiey ygisuss
wWeIuers) eyesn uejei3oy] = wesuels) euyesn ugyerday eyesh UeleIsday . Josuss orjopiod ederagag Bue£ ogoptod qerum|
LIDOVIN NVINOVIIA AVONVT ONVINAT NVILYHYEd WV IVA AVINVI (AINVINIOIIID)
VIENDI ]
- BH -

erseuopuy] 1odsyg ueeleiquua] eBequa]
upsemeIus ULp ULPRUIqUID] Surjua)

600Z/0T0°" WA/ 04T towoN

ueSuenay] LIDNISN URINjeIa

1 uvendue]

VISINOANI S1andTy
NYONYNIH (YT NI




reSuenay Tejnsay

ueTAunguIa Ausin
syngun Suenid
wetfuefrad ueBuehiediag »
“Buenid wetluelzad
soyjod weyeredsod -Bueynid uerhrelzad Tdisurad yepn Suel
depeyxe; pdsund yoyod wereredsiad Bweynid verluelivd ueyeredsad
Buef uere38ureR depeigze) vere33ueieg - depeyis) vere88uepg
‘epe “ewma] Jeny .
yepy ueunSe weieyBuad ueunSe ueyeyr8uad uweun e weyeyiduad uep et ueunde ueyerrSuad ‘yeny ueur8e uejesuad
neje uep Fuemnid uep dey8uat yepn Sueinid deyyduar Suernyy Sueynid uep deySusy Sueynid uep dexSusy Sueinid
vetuelad sejusmnyoq - uetluelrad sejuammyog] uethrelsad 1sE1URUMYOT - werfirerad 1sejustmjo(g wetfueliad sejusumyo] -
ueNndersuy ‘Jernye
-eea1adip jedep Uep miels) yepn uep INjRIS) BIRIDS
Yepn neje wedusnay ueduenay ISeULIONII JRITHYR ISP URp IN)EId) ue2uenay ISRULIONT
1sewnIoful ueyred ure AU weyredwmeAusw BIEI9S ULSUENaY ISEULIONIT ueyreduwmeAusw
epn yeqeseN JeqeseN « weyredure a1 yeqesen ne[as yeqesen] -
SOSAHM AVAVINIW
LHOVIA NvNODvEIa AVONVT ONVIANAT NVILVEYId INVIVA HAVONV1 NV OIAYINDE
- wH -

elssuopuy 1odsyy ueedeiquia] edequua]
uesemeSusg uep ueeuiquis Suejus)

6002/0T0 " YHA/0%T omoN

ueSuenay] LIsJUajy UeIn]eIdJ

1 uenduret

VISINOAN! M18Mday |
NYDONYAZM 1IENTN




"JEqRSEU RS eI UIau Jeqeseu wesgeraquant Juek “eqesel
"jeqeseu Bued sjedwep Jedwep ueyLIaquIa\d Tefnu ueeraquraw Sued yedwmep “ByEsSn
wreyi3ruow yeSues dnid meLaqueur ey dnid dnig neye 1serye weeyesnisd DIOOW Yepn wep [1qes Bumynpuawm uep [rqels dnid
TEe ISEI[ITE URRIJRSTLID ] NEJE [SLI[IJe Teeesnia] weSusp wedumgnyy druB nege seIYE UeRyEsNIS ] TelE [SBI[IE UPResniag
“(aenduretmay “(wenduremay e
s deys) ArewrepeSuad uep uewereduadiag

. eura| qreweeduadiag ; Buemy ‘uspusdapiuy ‘uspuadspur usurafeusud)

1e8ues uswaleury Fuerny vawslemey ~req dnyna uswalierepy uwmafeuwsm) yreq uswmaleury Hreq yedues uawmasfeuey
“STLI2S ‘Tireq Sued
Buef ueyereseuriad STUSIq 139B)S eyeUese[au

rureredusw ueeyesniad ey fequray yrd jedep -Buresad weBuap -resed wrelep

reuoisezado uep yean unurey ‘Suresad yedueq dejo; Surpuegos resed esBueg yeny Sued sisod ynsewray

“unImnuau ye8ues vyesn ueSuresiag sreq doyno xesed 1p 18150 ‘uenmouoyarad spreqIsy Suek ueBuresiag

Suef uenmouoyarad rermmouoyaiad | “epmouosRIad 1SIpuoy weyeqiiad ‘uenuouoyaiad sTpuoy

sTpuoy ueduap ISTPUOY Ueyeqriad ya[o 1sTpuoy weyeqniad yofo nynreduadrp yedueq ueeqniad ysjo nnieduadp

uepefos resed ueBueyay ynureBuadip 1e8ues Ieseg Yoo nmieduadip rese] yepn ~req Tesed 1p 1s1s0 Jyepn uep jiqess Sued reseg

U1}

ume eyEsn Ugjerday reynqurnirad
Tesoq Upun]SUnuIay] Ture[e3uata ¥ep Nele seyeqia)

‘equeay] yrpnd jedues SuwA veynquinyzad ‘seyeqIa) Freq

ymun veyndenp yedues | unmusw suajod weyynimuasu 1Jeqesel vijesn ueyeiday yeqeseu eyesn ueyeiday

eyesn uedunsueey Jeqeseu Blfesn Uejeidayy Yeqeseu eyesn uejerdsy weynqumirad suae g weyngumyad 1sus3og

SNSNHY YHVSO
IOV NVINDVEIA AVONVT ONVINY NVLIVIHAI WVIVA AVONVT NAISOM

vissuopy] rodsig uredriquisg edequsy
uesemeSUa ] Uep URRUIGUIS] Surejud)

6007/010°"MHI/0%1 =OWON

ueBuenay IEUIA UeIieia

[ wexduwe]

NITAVLI I HVAIHVINDWN HVAVII OVLIV HVAVII SVIITVAY NVONOTODDNA '€

IQHI

-

VISINOONI gNd3

s
mitd

NVDNVAIM igIinaw Y




‘refipeduad

Ip JUMIEp npm
ueuR{3unuIey CfIfluatd ‘TeLS e
uep ‘nyepaq Sued Bued veSueduniuad
ueBuepun-guepunisd uedusp ‘nyezaq Suel
uernjerad weep ueduepun-Buepumiad (dnpny
mjerp eueumedeqgas uernjerad urepep myerp Teryem weduny3ur depegss;
weynuENTp el viremre8eqas wenuaIp dnyno Bred ueBuedwmriuad ‘myef1aq Sued weSuepun Bumuad
TR treyeredsiad Fuek uejeredsiad ue3usp ‘Te[Iaq nefraq Buek ueSuepun ~Suepuniad wemiersd seduep DL
1edeouswr winfeq Tedeousw wnyeq Bue veSuepun-Suepimaad ~Suepunied wemierad welep mjerp euewreSeqes Fues 1esaq epeysiaq
unureu ueejo[aguad umureu weejopdusd’ temiessd urefep amerp wEe[ep mierp uelmrededas weyIusip 3ueA wnuwmmn yeqeseu 13eq)
eAedn weynyenp yee) ededn uexnyenp yere) euBmeSeqas uwenjusp wesymuayp Juel ueyeredsiad weusp dnpry veSumyBuy
neje prersq Sued dupny neye grersq Sued dnpny Bued umummz veyese{siad  wmmnmo uejeredsiad tenses eAuluemy-3uemyos RIRUI[SUIIUT
ueduny3urj ueejoreSusd ueSimy3ury wreeforaduad redesusiu umjeq uep yreq Tededuaur winfaq wep yreq Buef psey redesuaw exBuel werep
efedn ueyewRsyR[SI ededn weyeuesyepw Suemy dnpry ueSunySury Buerny dnpry eSunySur uep >req dopny ueSumyBuyy Jeqeseu ueymyeyp
WN[3q UPEESNIS] « WN[9q UBBYRSNIS ] ueeora8uad eledn weejoua8uad efedn weerordusd efedn Sued efedn
‘ueyodowrad neje
“UBY RS9 Wey[qUarIauT “req eAuumion ueyrsyasiad nureleSusu reyodowad neje
‘ISRyRIp jedep v33umyes eped uemediey uep ye3e0Ie) Jeuwrad umpaq ueyrsasiad nurefeSuswm
yns SueA eliay eSeus) 1esaq Sued yenuml werep veurdund wreSunqny unuwen UED FEPEUWISW BAIMIMIEn 1E1013) Yewrad wmiaq uep
ueyoSowad pelia] « ueyiqartaq elisy eSeusy, ueqIgsiieq el1ay e8eua] . eped elrey v8euay Tepeuraw Ses eliay eBewn] «
SNSNHM
LHOVIA NVINODVAEId AVONVT DONVIANME NVILVHEYAd VIV HVONV] VHVSN EHJISOUd

eisauopu 1odsys ueederquia edequis]
weseme3Us J Urp UrRUIqUIR] SURius]

600Z/010 KA/ Q%1 aomoN

GNMEM.DWVH LISJURA ueIlgela

I wendue

|ONI

VISINOGNI MNgnd3Iy

NYONYAIM 43 1INIW




‘BuplepUsW BSEW I
uverelequuad nmieSusduwsm
ueye 1seIelp yepn engede
‘emas Bued njusyi) Yeresewt “URYRqQUIE] BURP I3QLONS
ueqtlemay weredequuad seipur yedepIsy umueu ueSunymp ediure; emas
1symnpoxd ederq dnmnusw ‘eMas IedequIain uerdeqas redequua emas uerelequiad weqgiemay uerefequad weqifemay
- ndwew yepn yeqeseu uendweuryepnay ndwew eduey yeqeseu nnusursw ndutea eqeseu nmuawen jedep Jeqeseu
emeq eypnlunusu uepumusu emieq Uespinfunusur . emijeq ueniunusur eMlTeq weprimusur
$BY STLIR SISI[RUY SBY SNIE SISIEUY « SeY SNIE SISRUY = SEY SNIE SIST[EUY » SeYy STUE SISI[EUY «
Epual "SEIRQ IS} freq edaurmun -Jeny elay
"SRITPITL{I] UBINSIY » je8ues sepmyT] » | el19y (epow uep SeITPNR{T] - eliay [epowr uLp SBIIPIMNT] « EPOI \Tep SeNpImyI] »
wemsdp
eiqede weyequme) jepoln
weyusquaw wendureuray
128un ye8ues ‘188un repowr -183ug daymo fepowt reAundwaw yrpaed
repouz depeyIs; Juein 015y « depeisa) Supn o158y depeygie; Suen osey « | uep yTeq dnyno UeEpOULID . Jeny Ue[epourag s
“ueyueyeladip
yedep epn eyesn
weyerday uep ueqifemay Jage terenfuad
YILIN3s NN ueBuop releiqp
ndwew yepy yeqesen « euoisendo ueidniay « UNINUST
Tesaq ‘jredau 1suatod D{IWeOW ey TIQeIS
Sued ueidniay nueedusp - neje ooy yedies Bqe « "EpuRl BQR] URYI[OIR] = yreq dmnos eqe] weis[ors] « | uep 138un vqe| uBys[0Ia] -
SASAHY HVAVSVN
IHDOVI NYINOVHIad AVONVYTONVANA NVILVENAd INVIVA WVINYT (IONVIWIOTII)
VIFINDY

IHN|

VISINOONI MIT8Nd3d
NYONYNIN I3 INTIW

ersauropuy Jodsyg ueedeiquis g e3equwey
uesemedus] Uep ueeuiqumsJ Suejusy
6007/070 " MR/ 0% towoN
uegSuensy LIBJUSN UBINIRIS ]

1 wesdwe]




‘JeIme uep

1reduenay ‘Tenderstl uep Injera) Jeanye yiseur idejsy mieia) Imyes) eiesas weluensy
1SeUIONN ueyredure Auswa Nepn weBuensy ISRULIONT yepn weSuenay SeULIoI 1seurioqur weTedureAuswa
sepn qeqesen] ueyredurefusw yeqesen « | weyredimeAUsI [eqeseN « nees eqeseN =
"rey . ey
(immd ynfm smes enp) (ynmd uedejap snyeiss)
‘meyy (ynmd ynim snyex 047 ueSusp redures rey 081 ue3uap redures
enp) o/z medurepus (ynind uedejap snyeiss) ey (ynmd uepqoas) . ey (immd
yeye) Bued emas 091 Demoaur ey Sued 06 Demarau e[y Suel ueMIquIas) Og UeSuep redures nyesm
weye88ur jedepisl, - | emas weed3um jedepiag, emas ueye88un jedepiay X emas ueyelS8umn yedepia] « 1eda) emas urre RqQUIR] «
SNSNHA ; AVAVANIN
IAOVIN NVINOVALIA AVINVIONVANA - NVILVIDEL WYIVA AVINVI NVAINYINDE
] -odEe)
‘Jeaorserado ynyel Sued ueqilemay ‘ueSuenay
uerdnisy dmynuatm ynjun TS LU Ojun wreynsay dnynusur ynyun
ueyeun31p nieq ULy - ueeunsp nieq Sugnig Bueynid weBirefredrsy .
“Teq eIed9s Te[u SUNPUI}
weynye[Ip o) nee
‘Buise eynyea “I[EpUS IS} YISett 1D[Ipas JRe1 Bulse winieA
‘Burse eyngea ‘Bunse eynjea Iem e[l ueieqniad 1deya; Surse wynea ey Ieyng Terl weyeqnisd
Ieqmy Te[IU [SEmy 0y Us]o Jeym te[u ueyeqniad gsjo yaio yrueduadiay refu ueeqnizd depeyasy depeyia) misuss
UIEDURIS) BUESn UBRISay] - IE)URIS) BIRST URjRI3aYy elesn ujeISay = yoisuss ofopIod edeiagayg - Sued orjopiod wyerum| «
SASAEDE HVIVSVN
JHOVIA NYANOVIIA VAYONVT INVIADL AVONVI (IONVIAIOLII)
NVILVHIHd WYIVQ
VIIANDY
- N.N -

ersauopy] Jodsy g ueedeiquid] efequua
uesemMESUsJ URp UERUIqUa ] Sueius)

600C/0T0 WA/ 0T TowoN

weSuenay| LISJUSTA] URINIRIS(

1 uendure

VISENOONI ManNday
NVONYNIN IHIANTW




“HUDIa)

BT BYEST Iesaq reynqunyIad
ueun{Sunwray uep noereSuaw epn
MequEsy yrnd yojun neye seyeqIa) jedues Jued ieq
ueynSernp yedues LI JeGeseU BUEsTL UeeI8ay . "SEjRqIa) Jequsel eesn Ueqeseu eyesn uejeifoy
eyesn ueSuns3ueay « YRqeSEU PUYRSTL URIRIFSY » ueynquIniiad 15Ujo - uejeiday weynquinirad 5Usjo « weynquunaad 15Uj0 «
JEDVIN NWINOVIIA AVONVTONVINT SNSNIDI NVILVHNEd NVIVA AVONVT A
WVIVS SVIITVAON NVONOTIOOONId %
“uegirenay
uenmsy] ueldiunqumaius |
ynpm emas weduefuedrog .
, “eMIS
weyeredsiad depeiyie “emas uejeieAsiad
pdrsurrd Suef uexe33urpg - depey:e} ueedsuep] -
‘epe Yepn ‘Jeurs] ueunse
uveunSe ueyeyiBuad nye vereyrSuad wep deySuay Jeny weunSe ueyerduad uep “jemny ueum3e wereyrSuad
/Uep BM98 ISEJUDIITNO(] « Yepn 1SupIsuwmno] « dey8ust Suemy IsEIEWNNO « uep deySus] IsejuDWINO(] W
AVAVIINHIIN
. NVILLVHYH T
LIDVIA NVINOVUIA HAVONVTI DNVUNM SASOHM NVILVHYIHEd WVIVd AVIONVI NV OV I

rissuopyy 1odsyy ueederquia g efeqiuo
ueseme3us,] Uep UeBUqUID] Suejus)

6002/010 " XNd/ 0% T xowoN

ueBuenay 1TeIUSA] UeIN} eIl j

1 uenduiey

YISINOONI MINgnd3ay
NYONYN3M IHIINIW i

b4




UTR1esaIay Uefnguiriawm yreq eAucmum eped -‘ueyoSowad neje reyodowad
“1Seyerp jedep e83unias uemeliey uep uewrdund ueyistsiad noereSusur jeyedia; neje weyisgasiad noereSuan
s Sued elioy e8eun Tesaq Bued yepum( urerep ueSunqnuy umumeu yeurad wmfaq wep reprwew 1818219) yeurad wnfag uep
ueyoSowad pelia], ueIqafraq elrsy eSeusy uegariag efrey efeusy . efinmmum eped elisy eSeuay, « repemom Sued ey efeus ]
Jeqeseu Ues3eIaquista
Jeqesed UBN eIaquIall Bued yedwep ‘Jeqeseu
"eqeseu Bued yedwep ueMLIaquisl Tefnw dnid uepenquaw Jued yeduep .
ueydnaw yedues dnid ueyuaquisu ey dnid neje Seye ueeesniad {IIEam Yepn wep [qe)s “eyesn Sumympusut uep 1qe3s
neje ISeJe UeeesniaJ TiEjE [SRIfJE UBRIEsTIS | wedusp ueSunqnyy . drug neje serye weeyesnioy « | dniS neje senqye ueeyesnia,
(wenduaeursy J(rendimewray
pmoawr ideys) wewereSuad oImuaw wep ueweeSuadiag
“Jelm] wreweTeduadiag Fuemy ‘uspusdepin “uspuadopur uswafeusiu)
ye3ups vowa{euepy Suemy uswalewep “freq dnsjrnd uowsfeusp . uatmaleweln) Jyieq uAwRREely W sreq yeBires uswaleuey
‘STLLIDS ‘TIRq SUeA STUSI] (3918hS .
Bued ueyeresewrtad ueeiresyeraw el qequusy
nure[eduaia ureesniad ymnd jedep umuneus ‘Buresad “Iesed welep
[euoiserado uep yepay “Buresod yeAureq 1deys; we8usp Surpuegas resed esdire] . yeny Sued 1s150d ynsewis;
UMt 1e8ues vyesn ueBuesia g sreq dnno resed p 15150 - uenmouoyaied ‘sejeqra) Bued ueBuresia g
Sued wenoouoyaied “rennouoysrad "wenumouoyarad STpUOY reyeqniad renuouoyarad srpuey
stpuey] ueSusp uejelas 1STpuoy ueeqniad ysjo ISTpUoy ueyeqrniad yaro nnreBuadip yedlueq ueifeqniad yafo wyrreduadp
1esed ueBuenyoy ynie8uadrp 3eBues 1eseg yaro nnreduadip rese - fepn “peq tesed 1p SIS0 « jepn uep niqeis Sued resey
VHVSN
JIDOVIN NVINDOVIIa HVONVT ONVINL SASNHM NVILYIHIEd WVTvd AVIONVT SMAISOY

vIsauopuy 1odsys ueeieiquiag eSequua
wesemeBua uep UeeuIqusJ Sueiusy

6002/0T0 WA/ 0% T:1owoN

ueduenoy] LISJUSA] UeIneId |

[ ueidwe

VISINOONI MI18Nd3Y 4,
NYONVNIN IHIINIW |,

I#NI




-uerpeduad

TP JNIUNIP Yrum ‘[euyew Sued
TR SUNUIaY DI UEp ueBuedwrdusd uedusp (dnpry weSumyBury
meaq Sued ueduepun ‘nyepraq Suek weduepun ‘[E1reyewm dnsro depeya
-Suepumiad wemmerad ~Buepuniad wermyered Fuel veSuedwriuad : Sunuad yeduep
wefep mjerp eueimedegss gepep ImjeIp euruwedeqas ueBusp ‘myelraq Sued nyejreq ued weSuepun oo Sued
ueyyusyTp Suek wnwrunn ueynyuayp dued ueBuepun-Suepuniad TIyerIaq -Buepuniad ueinjesad Iesaq eeysIaq
wejeredsiad redesuswm uzyeredsiad redeousur ueimerad wrefep myerp Buef wreGuepum-guepuntad urerep myerp euvwuredeqas yeqeseu 13eq)
umiaq unueu weejopiusd wmaq unweeu ueejorasuad erevareSeqas ueymuLyp uexmerad wepep myerp uengusip Sued wmunuma dnpry weSunySug
eAedn weynyerp ye ehedn wesnyerp et Sued wnumrunu euptIrzfeqas WweNmU)Ip ueyeredsied weSusp rensas BIRY310aL
neye niereq Sued dnpng neye nreiaq Sued dupny uweyeredsiod redesusur Bued wnurupm weyeredsad eAuuemy-Sueimnyes wyduer
ueSiumyBury weeopdusd weBuny3ur ueeiopduad mmyaq uep yreq Suermy redenusu mmaq Uep Meq FueL prsey redesusur uep ure[ep yeqeseu
vhrdn ueyeuesyeau ededn ueyeuesyeEu dnpny weSumsySuy Buemy dnpny weSunySuy yreq dapny ueBunySun BB
WIN[a( URBYESNIA] » WM[aq Teeyesnisg ueejorp8uad efedn . ueejoraduad ededry « ueejoraBuad efedr) Bued ededn
IFOVIN NVINOVEIA AVONVT DNV VLI v AVONVT VHVSO MEISOud

- mN -

eisauopu] 10dsyy ueedeiquiog eSequrs]
ueseMESUD ] UBP URBUIQWSJ Strejus)

600T/070°MWd/ QYT 20moN

weduensy oIS UBINeID ]

1 uendiey

VISINOON! MII8Nd3d &
NVONVNIN HIININ 4




‘Beyepusul eseu

uejeidey] uep uweqilemay

‘1ose uerenfusd

) 1p urefeg Suereq wewrndusd
weqifemsy] nmreSuaduasu “TeequIe)
ueye 1sejelp yepn epqede BURp Iaquins uedunynp
WS wops weqHemay Bued nyuayis) Yepesews seXIpul eduey nyyem yeds) peye
1synpoid ederq dnynusue ueqgHemay TYNUSUam Uerseqss ITUWauI redepis) umurel pexe rensass TenSas wypps ueqemay
ndurew yepn yeqeseu uendurewryepnay ndurewr efue] yeqeseu s WegHemay] TYNUSWIA nruawsw yedep yeqeseu
emijeq UeNyuiumuan wespniumisu emifeq Uespnumuau ndurewr eqeseu emieq emifeq uespiniunusio
S©Y SILIE SIS[ewy seY STLIR SIST[BUY §BY SILIE SISfeuy UepnUnusuE sey STk SISIEtyY « SBY Snre SISeny
“[epual ‘se1eqIa) el “req elinmum Jeny
“SEJIPTS{T] UelINsay] ye8ues seyrpmyiy [EpOMI UEep SBIIPII] ef1ay [epowt uep SeNIpII] « | B9y [epowr wep seypmyry
Bl wexn(radip enqede uajeqiuoe
) [EpOuE ueyLIRquEau renduwewsy
138un jeSues epow 138 fepowx ‘188un dnyno [epow reAundurau srnuoad
depeyrsy Suemn  owsey depeyiz; Suen  owmwy depeysa; Buemn  oisey uep Mreq AN UB[RPOULID,] Jeny Uefepouiag
ueuEyRHadIp
tedep yepn wiyesn

YIum[as IIUuaumem wedusp redeiqIp
ndureur sepy yeqeseN - fevoitserado werdnisy AUNINURWE
“1esaq ‘nesau 1s11510d DIIUIET ENUTRU TIqeis
Sued uerniay nereSuapy neje [ay yedues eqe] YepUaI BqR] URYS[01a] steq dnyno egey usypjorad « | uep 138un eqe| wMpROIng
HvavVSVN
JADVIN NVANDVEIQ AVONVT ONVIA SNSOAHM NVILVHYId WVIVA AVINVY (IINVINIODIAD)
VIANDI
- QN -

pissuopuy 10dsyq useAvIquia J edequua]
TesemeZUD J UBp URRUIqUIS ] Sueis)

600Z2/0T0 WA/ QY T-owoN

ueSienay LIRS Weliyels

1 vendwe

VISINOONI MENd3H
NYDNYNIH 143 1NIN




-odursy

‘ueSuenay

Teuoisessdo ymef Sued veqilemay ueynsay dmynusta
uerdniay dnmynuawm ynpm TYNUSTISWT frjur SIUN Wyjrg pee
ueypun3rp nueq Sueini] « | weeun3ip nreq SueiniJ « nppem wedueliredrag
“req eIenas T Sunpury
UBHTOE[IP e[} neje
-Burse enjea TepuayId) Jisew ID[Ipas e Surse ynjea
-Buse eynrea ‘Buise einjea ey 1eyny [epru ueeqniad 1deja) Surse vinfea Teymny Teynj TeTIu ueyeqriad
TeyTi] TN ISENg{I]) a0 eI wreeqriad yofo yaio rureduadiasy refru ueyeqniad depeyis; depeyss; joisuss
1MEDUEIS] WiesT Ueyer8ay » | Ureduersy gyesn ueyerday] = BIESTL UB) RIS Jmisuas ofopiod edeiagayg . Bue£ oyjopiod yepum| .

IHOVIA

NVINOVIId

AVONVT DONVINA

SNSOHEM
NVILVHAEd WVIVA

HVYONVI

HVIVSVN
(AINVIWIOIIA)

eisouopuy rodsyy uekAeiquis J eSequusy
uesemedus uep UeRUIqUS Suwius}

600C/010 " Nd/ 0% 1T :r0moN

ueSuensy SIS URINIRID]

1 uendwey

|N»Nl

VISINOGANI MIaNd=d
NYDNYNIA HILNIN

vIgaNDI




LIYMVYIANT INVA TN TS -

- "p3a :
NVODNVOE THHLLNAA
‘ueBirenay uenSesu uep mjes) JeImnse Yepn uep InjeIsj Jemaye yisewr 1deyay
iseurroyu ueNredme fusw Tepn weienay weurtong Jepn weduenas] ISewIon Injers) yepy ueduensy [SeuLIo

yepn opdng « uesreduwreAuawr torpdng « ueredurefusur 1ordng . uesredumeiusw 217dng «
WBIS JeldyE uep
ueiiire(iad weyeredsiad ‘wpppg wethre(rad WG ‘ueuwesad Imjera) BILDAS Ueuenay
depeyre; idisuwd ueyeredsiad depeyza wetfueliod wejeredsiad Juereq vegereduad nyyem IsEULIONT Uesreduwe Au=w
Bued vered3uerpg » | ndisund Sued vered3uepg depeyse; uere88uep g . exqduel veBueluediad jedeping, . nrefes wdng «
ey ey
‘e (g IIgoraw odiay 06 ueduap redures odws) 09 uedusp Tedures odway ey gg ueBuap redimes -oduray ynyef
ynyel ye@ mwpg Sueny . ynyef yepsy woppg Sueny] ynyel ye) wwpps Suenty « | oduwey ynyef yep: wops Suenig . umpaq wppg Sueinty .
NVYNVSHd
LADVIN NVINOVHIG AVONVIONVEN | SNSNEM NVILVHEEd VIV ONVIVE
Wvivd HVONVT NVIHVUIANTEN
NVOJIWVINHM

ersauopuy 1odsyg ueedeiquis eSequa]
UesEMESUS ] Uep URBUIquaJ Sreijusy

600Z/0T0 Ha/0HT 10woN

ueSuenay| LISJUSIA URINeId]

[ wendurey

IwNI

YISINOGNI M8nd3d
NYONYNEM M3 LNIN




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LAPORA.ISI KUALITAS AKTIVA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Pos-pos

Kualitas

DPK

KL D M Jumlah

AKTIVA PRODUKTIF

| Penempatan dalam bentuk 51mpanan
.Surat Berharga
Pemblayaan
a Modal ker]a
‘ b Investa51
c. Lamnya
Penyertaan Modal

a. Pada badan hukum atau badan lamnya

b Dalam rangka restruktunsam pemblayaan

Taglhan laln kepada plhak kehga
“ Rekenmg admlmstratlf ‘
| AI(TIV;& NON PRODUKTIF
Agunan yang dlambll ahh
lmRekenmg antar kantor dan suspense account
]UMLAH |
JPPA Produkhf yang wapb dlbentuk
PPA Non Produktlf yang Wajlb d1bentuk
Tol:al PPA yang Wa]1b dlbentuk
PPA Produktlf yang teIah dlbentuk ”
-' PPA Non Produkh.f yang telah d:bentuk
‘ ‘Total PPA yang telah d1bentu1<
| Kelebihan/(kekurangan) PPA

[EITRREE AR | PEICCP PR | PPN

MENTERI KEUANGAN
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Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009

tentang Pembinaan dan Pengawasan

*’Zi[tfj x5

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Batas Maksimum Pemberian
Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berpedoman pada
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah pefsentase maksimum
penanaman dana yang diperkenankan terhadap Modal LPEL

‘Ketentuan BMPP pada prinsipnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. BMPP kepada Pihak Terkait, ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Modal LPEI.
b. BMPP kepada Pihak Tidak Terkait, ditetapkan sebagai berikut:
i. 1 (satu) peminjam secara individu ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari
Modal LPEL dan
ii. 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari
Modal LPEL
BMPP kepada 1 {satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
Modal. BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.

Pelampauan BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai
berikut : :
Total Penanaman Dana

pada saat laporan BMPP
Modal LPEI

pada saat laporan BMPP

Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai
berikut: _

X 100% |- (BMPP)

Total Penanaman Dana
pada saat realisasi
Modal LPET
pada saat realisasi Penanaman Dana
Pelaporan BMPP
a. Setiap bulan LPEl wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan

mengenai Pelanggaran dan Pelampauan BMPP paling lama setiap tanggal 15
setelah bulan laporan.,

X100% |-~ (BMPP)

b. Laporan BMPP disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro
Djojohadikusumo, JI. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710,

¢. Adapun format Laporan BMPP adalah sebagaimana tercantum pada Formulir 1
dan Formulir 2.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I1l

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor:140/PMK.010/2009

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

9.

a). Formulir 1: Laporan Pelanggaran BMPP

LAPORAN PELANGGARAN BMPP
Tanggal Laporan
(dalam juta Rupiah)
PEMINJAM PENANAMAN DANA PADA SAAT REALISASI PELANGGARAN BMPP
Individu/Anggota Nama Hubungan Status Jends Jangka Waktu Jumlah Kualitas | Keterangan
Nama | - Kelompok/Total | Group/Kelompok dem. LPEI Hubungan | Penanaman Awal Jatuh Rupiah | Val Kurs | Modal Nominal %
Kelompok Peminjam g , dgn. LPEI Dana wa Tempo P alas
1 IX 11T IV v VI VIL1 | VIL.2 Vi IX X X XII XII XIV XV
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Lampiran IV
Paraturan Menteri Kenangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

" MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESHA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
RASIO KECUKUPAN MODAL
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Rasio Kecukupan Modal disusun
dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. MODAL

Modal yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kecukupan Modal terdiri dari
modal inti (#ier 1), modal pelengkap (ter 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3).

A. Modal Inti
1. Modalinti terdiri dari:
1.1. Modal awal;
1.2, Cadangan tambahan modal (disclosed reserves), meliputi:
1.2.1. faktor penambah, yaitu:
1.21.1. modal tambahan;
1.21.2. hibah;
1.21.3. cadangan umum;
1.214. cadangan tujuan;
121.5. laba tahun lalu yang belum ditentukan
penggunaannya;
1.2.1.6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak,
sebesar 50% (lima puluh persen);

1.2.1.7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.,
1.22. faktor pengurang, yaitu:

1.2.2.1. rugi tahun laly;

1.2.2.2. rugi tahun berjalan;

1.223. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;

12.24. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif,
yang mencakup kerugian yang belum terealisasi
yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan

yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia
untuk dijual.

2. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill.
B. Modal Pelengkap
1. Modal pelengkap meliputi:
1.1. cadangan revaluasi aktiva tetap;

1.2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25%
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(satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko
Kredit;

1.3. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45%
{empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum
terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan
yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi -sebesar
100% (seratus persen) dari modal inti.

C. Modal Pelengkap Tambahan

1.  Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:

1.1. tdak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor
penuh;

1.2 memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;

1.3. tidak dapat dxbayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian  pinjaman  kecuali dengan persetujuan Menteri
Keuangan;

1.4. terdapat klausula yang mengikat (fock-in clause) yang menyatakan
bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga,
termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran
dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara
individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak
memenuhi ketentuan yang berlakuy;

1.5, terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal
pelunasannya; dan

1.6. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

2.  Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi

kriteria sebagai berikut:

2.1. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;

2.2. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian
modal inti yang dialokasikan untuk memperlutungkan Risiko
Pasar; dan

2.3, jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan. pahng
tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti,

.  AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR})

LPEI wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko
* Pasar dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal.
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A.  ATMR Untuk Risiko Kredit

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, LPEI menggunakan pedoman
perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sebagaimana tercantum dalam butir
[II Lampiran ind.

B. ATMR Untuk Risiko Pasar

1.

Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh LPEI adalah risiko-risiko

sebagai berikut:

1.1. Risiko Suku Bunga, yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga
instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh
perubahan suku bunga, yang meliputi:

1.1.1. Risiko Spesifik, yaitu risiko perubahan harga instrumen
keuangan akibat faktor-fakior yang berkaitan dengan
penerbit instrumen keuangan; dan

- 1.1.2. Risiko Umum, yaitu risiko perubahan instrumen keuangan
akibat perubahan faktor-faktor pasar.

1.2, Risiko Nilai Tukar, yaitu risiko kerugian akibat perubahan nilai
posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh
perubahan nilai fukar valuta asing termasuk perubahan harga
emas; dan

1.3. Risiko Perubahan Harga Option, yang dipengaruhi oleh:

1.3.1. Risiko Suku Bunga

1.3.2. Risiko Nilai Tukar

Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca
dan rekening adminjstratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki
untuk:

21. tuyjuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan
bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:
21.1. posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka

pendek;

2.1.2. posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan
jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari
pergerakan harga (price movement); atau

2.1.3. posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan
keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profits);

2.2 tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book,

Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam

Trading Book.

ATMR untuk Risiko Pasar dihitung dengan cara mengkonversikan

jumlah beban modal untuk seluruth jenis Risiko Pasar menjadi ekuivalen

dengan ATMR untuk Risiko Pasar dikalikan dengan angka 12,5 (dua
belas koma lima). ' '

Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar tercantum dalam butir IV
Lamviran ini.
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III. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT
BOBOT
KOMPONEN NOMINAL | prorvo (%) ATMR
(1) 2) (3) (4)=(2)x(3) )
A. AKTIVA NERACA (Rupiah & Valas)
1. Kas 0% }
2. Emas dan comumemorative cains 0% .
3. Penempatan pada Bank Indonesia 0%
4, Penempatan pada bank: '
4.1. Yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral 0%
4.2. Yang tidak dijamin 20%
5. Surat berharga yang dimiliki:
51. Yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan bank 0%
seniral
5.2. Yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang 0%
kertas asing,.emas, mata uang emas, serta giro,
deposito dan tabungan sebesar nilai dan jaminan
tersebut )
53. Yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan 20%
lembaga keuangan multilateral
54, Lainnya 100%
6. Pembiayaan
6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:
6.1.1 Bank sentral 0%
6.1.2 Pemerintah pusat 1 0%
6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang 0%
emas, serta giro, deposito, dan tabungan
sebesar nilai dari jaminan tersebut
6.1.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non 20%
departemen di Indonesia, dan lembaga
keuangan multilateral
6.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah 50%
pusat negara lain
6.1.6 Pihak-pihak lainnya 100%
6.2, Pinjaman kepada pegawai 50%
7. Tagihan lainnya kepada atau dijamin:
7.1. Bank sentral 0%
7.2. Pemerintah pusat 0% .
7.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, 0%
serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dart
jaminan tersebut .
74. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen 20%
di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral
7.5, BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat 50%
negara lain
7..6. Pihak-pihak lainnya 100%
8.  Penyertaan 100%
9.  Akfiva tetap - bersih 100%
10.  Antar kantor aktiva - bersih 100%
11, Aktiva lain-lain 100%
Jumlah ATMR aktiva neraca
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T BOBOT
KOMPONEN NOMINAL RISIKO (%) ATMR
(1) (2) (3) @=2)x(3)
B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)
1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan
sampai dengan akhir tahun takwim berjalan; ‘ 1
1.1. Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin: ‘
1.1.1. Bank sentral 0%
1.1.2. Pemerintah pusat 0%
1.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang 0%
emas, serta giro, deposito dan tabungan, sebesar
nilai darj jaminan tersebut
1.1.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen 10%
di Indonesia, lembaga keuangan multilateral
1.1.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah 25%
pusat negara lain
1.1.6. Pihak-pihak lainnya 50%
1.2. Pinjaman kepada pegawai 25%
2. Garansi
21, Dim rangka pemberian pembiayaan termasuk standby
L/C & risk-sharing serta endosemen atau aval atas surat-
surat berharga yang diberikan atas permintaan: o
2.1.1. Bank sentral dan pemeriniah pusat, 0%
2.1.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non 20%.
departemen, dan lembaga keuangan multilateral.
2,1.3. BUMN dan perusahaéﬁ milik pemerintah pusat 50%
negara lain 3
2.14. Pihak-pihak lainnya ‘ 100%
22. Bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti bid
bonds, performance bonds dan advance payments bonds, yang
diberikan atas permintaan:
2.2.1. Bank sentral dan pemerintah pusat 0%
2.2.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non 10%
depattemen, dan lembaga keuangan multilateral. ‘
2.2.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintsh pusat 25%
negara lain
2.2.4, Pihak-pihak lainnya 50%
23, L/Cyang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C)
yang diberikan atas permintaan:
23.1. Bank sentral dan pemerintah pusat 0%
2.3.2. Bank, pemerintah daeralh, lembaga non 4%
departemen, dan lembaga keuangan multilateral.
2.3.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat 10%
negara lain
2.3.4, Pihak-pihak lainnya 20%
3. Penjaminan * 100%
4. Asuransi %) 100%
_Jumlah ATMR rekening administratif
C. JUMLAH ATMR

*)

retensi sendiri.

. Nilai nominal penjaminan dan asuransi diisi dengan nilai retensi sendiri dikurangi estimasi klaim
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Iv. PERHITUNGAN ATI\:/IR UNTUK RISIKO PASAR
1. Formulir 1.a.: Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga {Trading Book)

Formulir 1.&. i
Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (Irading Book)

Qualifying Total

Surat Berharga dan Sisa Jatuh Tempo Beban
Instrumen Derivatif | : - Modal
dengan surat berharga Posisi Pemerin Lebih Lain- (Capital
sebagai instrumen yang tah 6bulan | dari6 Lebih nya Charge}

mendasari (debt related dari untuk

derivatives) y lﬂ‘izl;g ::121; 24

bulan

(1) {2 ; (3) 4 (5) (6) ) & {9)
Surat Berharga yang : '
dikeluarkan, dijamin, atau’
dijamin dengan efek yang
dikeluarkan oleh ;
Pemerintah Indonesia dan’
Bank Indonesia

Surat Berharga yang
dikeluarkan, dijamin, atau
dijamin dengan efek yang -
dikeluarkan oleh
Pemerintah dan Bank
Sentral Negara lain yang
memenuhi kriteria yang -
ditetapkan

Surat Berharga yang
dikeluarkan, dijamin, atau -
3 dijamin dengan efek yang
dikeluarkan oleh lembaga ° Short
keuangan multilateral
Surat Berharga yang
diterbitkan oleh Bank ‘
4 dengan jangka waktu awal
(original maturity} kurang Short
dari 2 {dua) tahun ‘

Surat Berharga yang
diterbitkan oleh pihak
lainnya yang memenuli
kriteria yang ditetapkan

No

Risiko
bulan Spesifilc

Long

Short

Long

Short

Long

Long

Long

Short

Surat Berharga lainnya Long
6 | dalam Trading Book di luar:
angka 1 - 5 tersebut diatas . Short

Long

TOTAL
Short

Bobot Risiko | 0.00% | 0.25% | 1.00% | 1.60% | 8.00%

Total Beban Modal (capital charge)

untul Risiko Spesifik (berdasarkan

posisi bruto, yaitu posisi long
ditambah posisi short)
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Formulir Lb

Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book) - Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)

Mata Uang: ....

Kurs:

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

Matched Position Faktor Disallowance Total Beban Modal (Capital Charge)

Untuk Vertical Disallowance 10%
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona .

- Dalam Zona 1 40%
- Dalam Zona 2 30%
- Dalam Zona 3 30%
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona .

- Zona 1 dan Zona 2 40%
- Zona 2 dan Zona 3 40%
- Zona 1 dan Zona 3 100%
Untuk Overall Net Open Position 100%

TOTAL BEBAN MODAL
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3.  Formulir 2.: Risike Nilai Tukar
Formulir 2
Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)
- \ Posisi Devisa
Posisi Devisa (tidak
PeE:;l\::Vc?;n termasuk
. . - , Total
Rekening Posisi Option) Posisi Option Ot.a‘ Matched
s . setelah Neto (delta Posisi .
Mata Uang Asing Kurs | Administratif Struktural memperhi- equivalent) Devisa Option
(ddak - Position
+ tungkan Neto
termasuk Posisi
option)] ) Struktural
. Long | Shert | Long | Short | Long | Short | Long | Short
D a1l 6 o6 le6elole | 6] al 6
Dolar Amerika
Serikat usD
Euro EUR
+.| Dolar Australia AUD
“Dolar Canada CAD
Kroner Denmark DKK
Dolar Hongkeng HKD
Ringgit Malaysia MYR
Dolar Selandia NZD
Baru
Kroner Norwegia NOK
Pounclisterling GPB
Ingeris
Dolar Singapura SGD
Kroner Swedia SEK
Franc Swiss CHF
Yen Jepang Y
Kyat Burma BUK
Rupee India INR
Dinar Kuwait KWD
‘Rupee Pakistan PKR
Peso Pilipina PHP
"‘Riyad Saudi Arabia SAR
_Rupee Srilanka LKR
'Baht Muangthai THB
.'Dolar Brunei BND
Parussalam
Emas
Mata uang lainnya .,
Beban
TOTAL BEBAN MODAL Beban Modal Modal
8%

30%
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V. PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN MODAL
Formulir 4.a.; Perhitungan Rasio Kecukupan Modal
1. Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit {sesuai
ketentuan yang berlaku)
2. Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang sesuai ketentuan yang
berlaku)
3. Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan
yang berlaku) o
4. Penyertaan yang dilakukan LFEI
5. Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit
6. TOTAL ATMR RISIKO PASAR
Risiko Suku Bunga . o Risika Perubghan Harga 12,5 x Total
Risiko Nllal Option Total (Ekuivalen
Risiko Risiko Tukar Risiko Suku | Risiko Nilai ATMR)
Spesifik | Umum Bunga Tukar
7. Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risike Pasar (minimum
28.5% x total beban modal)
8. Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko
Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap
Tambahan) ,
9. Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan
a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam
Modal Pelengkap
b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan
memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan
sebagai komponen modal
10. Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko
Pasar ‘ :
11. TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)
12. Dikurangi : ATMR untuk risiko kredit atas seluruh surat berharga dalam Trading
Book yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir 1.a)
13. TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)
14. Rasio Kecukupan Modal setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko
Pasar
15. Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan
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Formulir 4.b.: Perhitungan Rasio I(ecukupan Modal

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
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KETERANGAN

JUMLAH

L

II.
I

v,

VL
VIL

VIIL

IX.

XL
XIL

KOMPONEN MODAL
A. MODALINTI
1. Modal Awal
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)
Modal Tambahan '
Hibah
Cadangan Umum dan Tujuan
Laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaarmya setelah
diperhitungkan pajak
Rugi tahun lalu (-/-)
Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)
Rugi tahun berjalan (-/-)
Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
1) Selisih lebih
2) Selisih kurang (-/-)
i.  Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (/)
3. Goodwill{-/-)
B. MODAL PELENGKAP
{Maksimum 100% dari modal inti)
1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/ PPAP (maks.
~ 1,25% dari ATMR)
3. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)
C.  MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN

D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK
MENGANTISIPASI RISIKO PASAR

TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAT (A+B)

TOTAL MODAL INTL, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP
TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR
(A+B+D)

PENYERTAAN (-/-)

TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II-1V)

TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III-TV)

AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT

AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR

RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V : VII)

RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN
RISEKO PASAR (VI : (VII+VIID)

RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D):(VIL+VIIL))
RASIO KECUKUPAN MODAL YANG DIWAJIBKAN

oo

5@ e
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PELAPORAN
1. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Kecukupan
Modal kepada Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 setelah berakhirnya
bulan laporan.
2. Laporan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro
Djojohadikusumo, J1. Lapangan Banteng Timur No, 1-4, Jakarta 10710.

MENTERI KEUANGAN
) ttd.

. SRIMULYANI INDR AWATT
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TATA CARA PERHITUNGAN POSISI DEVISA NETO
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

I. LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto (PDN) secara
keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.

2. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai
absolut untuk jumlah dari: '

a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing;
~ ditambah dengan

b. selisth bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen
maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing,
yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

3. Rekening administratif yang dimasukkan dalam perhitungan PDN adalah
rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan/atau kewajiban dimasa datang
yang merupakan komitmen dan kontinjensi melalui transaksi valas yang
mencakup spot, forward, option yang diterbitkan oleh LPEI (LPEI sebagai writer),
futures, kerugian/keuntungan margin trading yang belum diselesaikan, garansi
yang diberikan dan L/C setelah dikurangi margin deposit serta produk-produk
lain sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Untuk pos rekening
administratif berupa penjaminan dan asuransi tdak dimasukkan dalam
perhitungan PDN. '

4.  LPEJ dapat memperhitungkan posisi struktural dalam perhitungan PDN untuk
posisi L/C yang diterbitkan.

5. Perhitungan PDN disajikan sesuai dengan tabel yang tercantum dalam Lampiran
ini. '
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PERHITUNGAN POSISI DEVISA NETO GABUNGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

UsD EUR JPY SGD Valas lainnya Total

Original | Ekuiv. | Original | Ekuiv. | Original | Ekuiv. | Original | Ekuiv. | Original | Ekuiv. | Ekuivalen
Currency | Rp. Currency | Rp. Currency | Rp. Currency Rp. Currency | Rp. Rupiah

Deskripsi

A. NERACA

i ‘. mﬁmswm%d\wwmm | N - I e SRS ENSTR ORI B o
1 Kes T ] I o ) R
2. Penempatan pada Bank Indonesia ~ - T h T K . o
.3 Penempatan padabank ) B o ] ] | i

.. ... . PPA-Penempatanpadabank-/-
| ... _ 4. Suratberharga

PPA-Sumatberharga-/- .~ | TR CTAT O f o e e e
5.  Tagihan derivatif — S R
PPA - Tagihan derivatif -/-

6. Tagihan akseptasi o L o B 1 - L
PPA - Tagihan akseptasi -/- : I B N N
) 7. Pembiayaan dan piutang

N PPA - Pembiayaan dan piutang -/- T o N ) o
8.  Piutang premi dan fee
_ ... . Penyisihan piutang ragu-ragu -/- I I R . o _ R
....2.  Putangreasuransi . 1. I I R N o ) I R e

.. .10 Penyertaan 0 b A . o
PPA - Penyertaan -/- . D | I

_11. Aktiva tetap kantor cabang diluarnegeri-bersih |~ |7 T o e e
12.  Pendapatan yang masih harus diterima
13, Aktivalain-lain
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BAB 1
PENJELASAN UMUM

TUJUAN PELAPORAN

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disusun menurut sistematika yang
ditetapkan  dalam  Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan  ini
dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan, kegiatan
iisaha, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi Menteri Keuangan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEL Laporan LPEI ini juga
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen LPEI atas penggunaan
sumber daya yang dimiliki LPEL Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEI wajib
menyampaikan laporan secara lengkap dan benar dalam batas waktu penyampaian
laporan yang ditetapkan.

METODE PENYAJIAN LAPORAN
Dalam sistem pelaporan ini dianut metode penyajian sebagai berikut:

1. Penyajian secara gabungan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah.

Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha
dilakukan secara gabungan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah.

2.  Penyajian berdasarkan karakteristik produk dan kegiatan usaha LPEI

Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan didasarkan pada karakteristik
produk dan kegiatan usaha LPEL Sebagai contoh:

a.  Penempatan pada dan penempatan oleh Bank Indonesia

Penempatan L.PE] pada Bank Indonesia dilaporkan pada pos Penempatan
pada Bank Indonesia dan penempatan dana yang dilakukan Bank Indonesia
di LPEI dilaporkan pada pos Penempatan Dana oleh Bank Indonesia.

b.  Surat Berharga

Tagihan LPEI dalam rupiah dan valuta asing kepada Pemerintah Republik
Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan
pithak lain dalam bentuk surat berharga, dilaporkan pada pos Surat
Berharga.

c¢.  Pembiayaan dan piutang

Tagihan LPEI dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak lain dalam
bentuk pembiayaan, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
dilaporkan pada pos Pembiayaan dan Piutang.

3. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aktiva, kewajiban, dan modal LPEI dilaporkan

el

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
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dalam neraca. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi
serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

PENYA]IAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha harus disajikan dalam mata uang
rupiah. Aktiva, kewajiban, dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing
yang dimiliki LPEI harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs™ tengah
adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

JENIS LAPORAN

LPEl wajib membuat laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan usaha
semesteran sebagai berikut: '

1. Laporan Keuangan Bulanan, terdiri dari:

1.1, Profil LPEI
1.2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
1.21. Neraca
1.2.2. Rekening Administratif
12.3. Laporan Laba Rugi
1.24. Daftar Rincian, yang terdiri dari:
1.24.1. Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
1242, Daftar Rincian Pembiayaan dan Piutang
1.2.4.3. Daftar Rincian Penyertaan
1.24.4. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
1.24.5. Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima
1.24.6. Daftar Rincian Hibah yang Diterima
2. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, terdiri dari:
2.1. Profil LPEl yang dilengkapi dengan :
21.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
2.1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai
2.2, Laporan Kegiatan Usaha, yang terdiri dari :
2.2.1. Laporan Kegiatan Pembiayaan
222, Laporan Kegiatan Penjaminan
2.23. Laporan Kegiatan Asuransi
2.2.4. Laporan Kegiatan Lainnya

PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan
dalam bentuk softcopy kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan, dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, JL
Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710.
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BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
1.  Batas waktu penyampaian laporan ditetapkan sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan paling lama tanggal 15 pada
setiap bulan berikutnya.

b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan paling lama 1 (satu)
bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir,

2. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu,
hari Minggu, atau hari libur, baik libur khusus maupun libur umum, maka
batas waktu terakhir penyampaian laporan tersebut adalah Thari kerja
berikutnya.

KETENTUAN LAIN

Penyajian Laporan Keuangan Bulanan yang ditetapkan di dalam Tata Cara
Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini disusun dengan memperhatikan ketentuan
yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI beserta
peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Laporan Keuangan Bulanan juga disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, Dalam hal terdapat
revisi dan/atau penerbitan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan
Laporan Keuangan LPE] setelah Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini
ditetapkan, LPEI wajib menyesuaikan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan hasil revisi dan/atau Standar Akuntansi Keuangan yang
baru diterbitkan tersebut.
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BAB II
PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum kolom-kolom yang terdapat
pada hampir seluruh daftar rincian. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada
penjelasan masing-masing daftar rincian.

1. Jumlah Rekening

Adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari éetiap jenis transaksi, Pada prinsipnya
setiap transaksi harus dilaporkan 1 (satu) rekening, namun untuk menyederhanakan
pelaporan diperkenankan menggabungkan rekening dengan cara penggabungan yang
dapat dilihat pada penjelasan di masing-masing daftar rincian.

2, Lembaga Pemeringkat _
Adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan. '

3.  Peringkat Perusahaan

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat terhadap suatu
perusahaan (corporate rating). Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review
terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan
review terakhir.

4.  Peringkat Surat Berharga

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat atas surat
berharga. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat
maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

5. Tanggal Pemeringkatan
Adalah tanggal, bulan, dan tahun penerbitan peringkat terkini (termasuk review) oleh
Lembaga Pemeringkat.

Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka tanggal
pemeringkatan yang digunakan adalah tanggal review terakhir. :

6. Jenis
Adalah jenis transaksi yang dilakukan antara LPEI dengan pihak lain.
7. Jenis Valuta
Adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara LPEI
dengan pihak lain.
8.  Suku Bunga/Diskonto
Adalah tingkat harga dari sumber dan penempatan dana LPEI

Jenis suku bunga dibedakan menjadi :

a. Fixed
Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau
sampai dengan jatuh tempo.
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b. Variable

Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan ]angka waktu tertentu atau
sampai dengan jatuh tempo.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat suku bunga, kolom Suku
Bunga diisi dengan suku bunga tertinggi. Selain itu, untuk jenis transaksi yang
berkaitan dengan penempatan dana maupun penerimaan sumber dana yang tidak
diberikan bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan 00,00 dan kolom Jeriis Suku
Bunga diisi dengan 0.

Negara

Adalah negara domisili dari pihak-pihak yang mempunyai tagihan atau kewajiban

kepada LPEI

Kualitas

Adalah kualitas aktiva produktif dan transaksi rekening administratif yang dinilai
berdasarkan prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar peminjam, serta
kualitas aktiva non produktif yang dinilai berdasarkan jangka waktu kepemilikan,

Kualitas aktiva produktif, transaksi rekening administratif dan aktiva non produkdif
harus dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan
penggolongan kualitas sebagai berikut :

Kualitas Sandi
1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

4. Diragukan 4

5. Macet 5
Hubungan Dengan LPEI

Adalah status keterkaitan antara LPEI dengan pihak yang melakukan transaksi dengan
LPEL
1. Pihak Terkait
Adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEL

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak terkait dengan LPEI, kolom ini diisi
dengan sandi 1.

2. Pihak Tidak Terkait

Adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait sebagaimana dimaksud
dalam angka 1.

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak tidak terkait dengan LPEI, kolom ini
diisi dengan sandi 2.

Jangka Waktu

Yaitu jangka waktu dari aktiva keuangan, kewajiban keuangan, atau instrumen

keuangan lainnya yang dimiliki LPEI sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau
kontrak.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
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1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal yang tercantum dalam perjanjian
atau kontrak.

2. Jatuh Tempo
Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.
Untuk aktiva keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen keuangan™lainnya
yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Jatuh Tempo diisi sama dengan
kolom Mulai. Sedangkan apabila tidak memiliki jangka waktu maka kolom Mulai
dan Jatuh Tempo diisi kosong (Null). '

Nominal

Yaitu nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang

diperjanjikan.

Jumlah

- Diisi nilai pada saat pengakuan awal atau posisi selanjutnya dari aktiva keuangan atau

kewajiban keuangan.

a. Bulan Lalu
Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Lalu adalah posisi nilai transaksi yang
tercatat bulan laporan sebelumnya.

b. Debet

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Debet adalah penambahan nilai posisi
aktiva keuangan atau pengurangan nilai posisi kewajiban keuangan, yang
disebabkan oleh transaksi.

c. Kredit

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Kredit adalah pengurangan nilai posisi
aktiva keuangan atau penambahan nilai posisi kewajiban keuangan, yang
disebabkan oleh transaksi. :

d. Lainnya

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Lainnya adalah mutasi debet/kredit bersih
(neto) posisi aktiva keuangan atau kewajiban keuangan, yang bukan disebabkan
oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai/harga, perubahan kurs, penghapusan
utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan sebelumnya.

e, Bulan Laporan

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Laporan adalah posisi nilai transaksi yang
tercatat pada bulan laporan.
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LAPORAN KEUANGAN BULANAN

PROFIL LPEI

1. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
2. Jumlah Pegawai '

a. Kantor Pusat

b. Kantor Cabang

¢. Kantor Perwakilan

3. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

a. Penyusun Laporan

Nama
Bagian/ Divisi
Nomor Telepon

E—ﬁail

b. Penanggung Jawab Laporan

Nama
Bagian/Divisi
Nomor Telepon

E-mail

Formulir 1

.......................................................

...........................................

-------------------------------------------

..........................................

..........................................

..........................................

...................................................

..........................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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PENJELASAN PROFIL LPEI

Formulir ini berisi informasi mengenai profil LPEL

a. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Diisi dengan jumlah kantor cabang/kantor perwakilan LPEL Untuk Laporan Kegiatan
Usaha Semesteran, jumlah kantor cabang/kantor perwakilan ini harus dirinci pada
Formulir 1.1, Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan.

b. Jumlah Pegawai

Diisi dengan jumlah pegawai keseluruhan, dan dirinci dengan jumlah pegawai di kantor
pusat, kantor cabang, dan kantor perwakilan. Untuk Laporan Kegiatan Usaha
Semesteran, jumlah pegawai harus dirinci berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada
Formulir 1..2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai. -

¢. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan data penyusun dan penanggung jawab laporan.

n Penyusun

e}

Nama Lengkap

Cukup jelas

Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi tempat penyusun laporan bertugas.
Nomor Telepon

Cukup jelas

Email

Cukup jelas

. Penanggung jawab

o}

Nama Lengkap

Cukup jelas

Bagian/ Divisi

Diisi dengan nama bagian/ divisi tempat penanggung jawab laporan bertugas.

Nomor Telepon
Cukup jelas

Email
Cukup jelas
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Formulix 2

Kewajiban lain-lain

NERACA
(dalam jutaan rupiah
No. Pos-pos Rupiah | Valas | Jumlah
AKTIVA
1. | Kas
2. | Penempatan pada Bank Indonesia
3. | Penempatan pada bank
PPA - Penempatan pada bank -/-
4. | Surat berharga
PPA - Surat berharga -/~
5. | Tagihan derivatif
PPA - Tagihan derivatif -/-
6. | Tagihan akseptasi
PPA - Tagihan akseptasi-/-
7. | Pembiayaan dan piutang
a. Pembiayaan
PPA - Pembiayaan-/-
b. Pembiayaan dan piutang syariah
PPA - Pembiayaan dan piutang syariah -/-
8. | Piutang premi dan fee
Penyisithan piutang ragu-ragu -/-
9. | Piutang reasuransi
10. | Penyertaan
PPA - Penyertaan -/-
11. | Aktiva tetap
Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-
12. | Agunan yang diambil alih
PPA - Agunan yang diambil alih -/-
13. | Aktiva pajak tangguhan
14, | Aktiva lain-lain
TOTAL AKTIVA
KEWAJIBAN
1. | Penempatan dana oleh Bank Indonesia
2.} Kewajiban akseptasi
3. | Surat berharga yang diterbitkan
4. | Kewajiban derivatif
5. | Pinjaman yang diterima
6. | Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
7. | Hutang klaim
a. Penjaminan
b. Asuransi
8. | Hutang reasuransi
9. { Hutang komisj
10. | Premi asuransi dan fee penjaminan yang belum merupakan
pendapatan
11. | Estimasi klaim retensi sendiri
12, | Kewajiban pajak tangguhan
13.

TOTAL KEWAJIBAN

11 -
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EKUITAS

Kontribusi modal Pemerintah

a. Modal Awal

b. Modal Tambahan

Hibah

Saldo laba

a. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya
i. Cadangan umum
ii, Cadangan tujuan

b. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Pendapatan komprehensif lainnya

TOTAL EKUITAS

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PENJELASAN POS-POS NERACA
Umum

Neraca LPEI disajikan dalam mata uang rupiah. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam
valuta rupiah dilaporkan pada kolom rupiah, sedangkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas
dalam valula asing dilaporkan pada kolom valuta asing.

A.  AKTIVA

1. Kas

Adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di
Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam
asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Commemorative coin dan
commemorative note yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada Aktiva
Lain-lain.

2,  Penempatan pada Bank Indonesia

Adalah simpanan LPEI baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia.

3. Penempatan pada Bank

Adalah simpanan LPE! dalam rupiah dan valuta asing pada bank dalam negeri
dan/atau bank luar negeri, misalnya penempatan dana dalam rekening giro dan
rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

PPA - Penempatan pada Bank -/-
Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.

4.  Surat Berharga

Adalah semua surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh pihak lain yang
dibeli atau dimiliki oleh LPEL Pada pos ini dimasukkan antara lain Sertifikat Bank
Indonesia; surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia,
pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lainnya; wesel
ekspor; dan wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

PPA - Surat Berharga -/~

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan. '

Pos ini harus divinci pada Daftar Rincian Surat Berharga (Formulir 2.1.),
5. Tagihan Derivatif

Adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi
derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada
tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi
spot yang masih berjalan.

PPA - Tagihan Derivatif -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.

13



10.

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tagihan Akseptasi

Adalah tagihan LPEI kepada pihak lain yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar
I./C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C
berjangka yang diaksep.

PPA - Tagihan Akseptasi -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Pe1at11ran Menteri
Keuangan.

Pembiayaan dan Piutang

Pos ini dirinci atas:

a. Pembiayaan
Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara LPEI dengan pihak lain. Pembiayaan yang diberikan dalam
rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, dilaporkan pada pos ini
sebesar tagihan LPEI kepada pemm]am yang bersangkutan atau sebesar pangsa
LPEL

PPA - Pembiayaan -/-
Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.

b. Pembiayaan dan Piutang Syariah

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau
sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu.

PPA - Pembiayaan dan Piutang Syariah -/
Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Pembiayaan dan Piutang (Formulir 2.2.).
Piutang Premi dan Fee

Adalah piutang premi kepada tertanggung sehubungan transaksi asuransi dan piutang
fee kepada terjamin sehubungan dengan transaksi penjaminan.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu -/-

. Adalah taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih.

Piutang Reasuransi

Adalah tagihan yang timbul dari kompensasi hutang-piutang kepada reasuradur
sechubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi
dan klaim reasuransi. Saldo kredit piutang reasuransi harus disajikan dalam kelompok
hutang sebagai hutang reasuransi.

Penyertaan

Adalah penanaman dana LPEI baik dalam rupiah maupun valuta asing pada pihak
lain baik dalam rangka pelaksanaan tugas LPE] maupun dalam rangka restrukturisasi
pembiayaan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk
diperjualbelikan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Penyertann (Formulir 2.3.).
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PPA - Penyertaan -/ |
Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.
Aktiva Tetap
Adalah aktiva tetap yang dimiliki LPEI dan digunakan dalam kegiatan operasional,
termasuk yang berasal dari sewa pembiayaan (finance lease).
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/
Adalah akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah
yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama umur manfaatnya.
Agunan Yang Diambil Alih

Adalah aset yang diperoleh LPEI baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam
tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEL

PPA - Agunan Yang Diambil Alih -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.

Aktiva Pajak Tangguhan

Adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (revocable) pada periode mendatang
sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa
kompensasi kerugian.

Aktiva Lain-Lain

Adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai
dengan 13 di atas. Dalam pos ini dimasukkan pula commemorative coin/note yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia.

KEWAJIBAN

Penempatan Dana oleh Bank Indonesia
Adalah penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia di LPEL

Kewajiban Akseptasi

Adalah kewajiban LPEI kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi
wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas
dasar L/C berjangka yang diaksep.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Adalah surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
dalam rupiah dan valuta asing baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan
oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. '

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan (Formulir 2.4. )

Kewajiban Derivatif

Adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak
transaksi derivatif (selisth negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi

15
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derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena mark to market dari
transaksi spot yang masih berjalan.
Pinjaman yang Diterima

Adalah pinjaman ]angka pendek, jangka menengah dan/atau jangka panjang dalam
rupiah dan valuta asing yang diterima LPEI dari Pemerintah Republik Indonesia,
pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan
pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima (Formulir 2.5..)

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh
nasabah.

Hutang Kiaim

Adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya persetu]uan atas klaim yang
diajukan oleh tertanggung dan/atau penerima jaminan yang belum dibayar oleh LPEL
Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (claim settled).

Pos ini dirinci menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan kegiatan usaha LPEI, yaitu:-
* Klaim Penjaminan; dan

* Klaim Asuransi

Hutang Reasuransi

Adalah hutang kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban
membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim
reasuransi. Saldo debet hutang reasuransi harus disajikan pada kelompok akhva
sebagal plutang reasuransi. '

Hutang Komisi

Adalah hutang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan asuransi dan
penjaminan. ‘
Premi Asuransi dan Fee Penjaminan yang Belum Merupakan Pendapatan

Adalah bagian premi asuransi dan fee penjaminan yang diterima oleh LPEI yang
belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal neraca, yang besarnya d1tetapka_n
berdasarkan estimasi sesuai dengan metode yang digunakan.

Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Adalah estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan LPEI, yang besarnya diakui dan
dicatat pada tanggal neraca berdasarkan estimasi kerugian yang menjadi retensi
sendiri dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah
terjadi namun belum dilaporkan.

Kewajiban Pajak Tangguhan

Adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai
akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
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Kewajiban Lain-Lain .

Adalah kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam
salah satu dari pos 1 sampai dengan 12 di atas, termasuk kewajiban Dana Tabarru’
sehubungan dengan penyelenggaraan asuransi syariah.

EXKUITAS
Kontribusi modal Pemerintah
a. Modal Awal

Adalah modal awal LPEI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang
LPEL

b. Modal Tambahan
Adalah tambahan modal LPEI yang berasal dari:

i. kelebjhan akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan. yang melebihi 25
% dari modal awal LPE],

ii. tambahan modal Pemerintah untuk menutup kekurangan modal LPEI dalam
hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun. |
Hibah

Adalah hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah,
Dalam hal hibah diterima dalam valuta asing, hibah tersebut harus dikonversikan ke
dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat hibah
tersebut diterima.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Hibah yang Diterima (Formulir 2.6.).
Saldo Laba
a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya

i. Cadangan Umum

Adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan jumlah tertentu dari laba
untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

ii. Cadangan Tujuan .

Adalah cadangan yang dibentuk dari penyisithan jumlah tertentu dari laba
untuk tujuan tertentu.

b. Saldo laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya
Adalah laba yang diperoleh LPEI sebelum dialokasikan penggunaannya.
Pendapatan Komprehensif Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain selisih kurs sebagai akibat adanya
penjabaran laporan keuangan kantor cabang LPEI di luar negeri dan potensi
keuntungan atau kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar surat berharga
dalam kelompok tersedia untuk dijual.
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Formulir 3

REKENING ADMINISTRATIF

{dalam jutaan rupiah)

Pos-pos Rupiah Valas -]umlah

I.  Tagihan Komitmen
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

Jumlah Tagihan KKomitmen

II.  Kewajiban IKKomitmen
1. TFasilitas pembiayaan yang belum ditarik
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan
3. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
4. Lainnya

Jumlah Kewajiban Komitmen

Jumlah Komitmen Bersih

III. Tagihan Konlinjensi
1. Garansi yang diterima
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga atas pembiayaan yang diberikan
b. DBunga lainnya
3. Lainnya

Jumlah Tagihan Kontinjensi

IV. Kewajiban Kontinjensi
1. Garansi yang diberikan
2. Penjaminan yang diberikan
3. Asuransi yang diberikan
4. Lainnya

Jumlah Kewajiban Kontinjensi

Jumlah Kontinjensi Bersih

V. Lainnya
1. Aktiva produktif yang dihapusbuku
a. Akbva produktif
i.  Pembiayaan yang diberikan
ii. Lainnya
b. Aktiva produktif dihapusbuku yang dipulihkan
atau berhasil ditagih
i. Pembiayaan yang diberikan
ii. Lainnya
2. Aktiva produktif yang dihapustagih
a. Pembiayaan yang diberikan
b. Lainnya
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PENJELASAN POS-POS REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan rekening administratif adalah transaksi-transaksi rupiah dan valuta
asing yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan
utang serta beberapa catatan penting.

Rekening administratif ini dirinci atas :
I. Tagihan Komitmen

1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pinjaman yang diperoleh
LPEl dan belum digunakan yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia,
pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan
pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi pembelian
spot dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

3. Lainnya
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat
digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

II. Kewajiban Komitmen

1. Fasilitas pembiayéan yang belum ditarik

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pembiayaan yang masih
disediakan oleh LPEI bagi peminjam dan belum ditarik,

2. Irrevocable L/C yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh irrevocable L/C yang telah
diterbitkan/dibuka oleh LPEl untuk kepentingan nasabah, namun belum
direalisasikan.

3. Posisi penjualan spot dan derivalif yang masih berjalan,

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi penjualan spot
dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

4, Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh kewajiban komitmen LPEI
yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

I11. Tagihan Kontinjensi

1. Garansi yang diterima

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai garansi baik dalam rupiah
maupun valuta asing yang diterima oleh LPEl untuk suatu transaksi yang pada
tanggal laporan masih berjalan (outstanding).
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2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

~ Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah tagihan bunga yang telah diakui
namun belum diterima pembayarannya sampai tenggat waktu pembayaran bunga
terlampaui. Tagihan bunga yang telah diakui (accrue) dalam periode berjalan dan
belum melampaui tenggat waktu pembayaran bunga dimasukkan pada pos Aktiva
Lain-Lain.
Pos ini dirinci menjadi:
a. Bunga atas pembiayaan yang diberikan |

b. Bunga lainnya

3. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh tagihan kontinjensi LPEI
yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

IV. Kewajiban Kontinjensi

1. Garansi yang diberikan
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai garansi baik dalam rupiah
maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentmgan nasabah yang
pada tanggal laporan masih berjalan (outstanding).

2. Penjaminan yang diberikan
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai penjaminan yang menjadi
retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam
rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPE!I untuk kepentingan nasabah
yang pada tanggal laporan masih berjalan {(outstanding).

3. Asuransi yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai asuransi yang menjadi retensi
sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah
maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEl untuk kepenhngan nasabah yang
pada tanggal laporan masih berjalan (outstanding).

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh kewajiban konl:m]enm LPEI
yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

V. Lainnya

1. Aktiva produktif yang dihapusbuku
Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh aktiva produktif yang telah
dihapusbuku dari pembukuan LPEI tanpa menghapus hak tagih LPEI kepada
peminjam.
a. Aktiva Produktif
i. Pembiayaan yang diberikan
ii. Lainnya
b. Alktiva Produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih

i. Pembiayaan yang diberikan
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ii. Lainnya
2. Aktiva produktif yang dihapustagih

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh aktiva produktif yang telah
dihapustagih oleh LPEL

a. Pembiayaan yang diberikan

b. Lainnya )
Dalam pelaksanaan hapus buku dan hapus tagth, LPEI wajib memenuhi ketentuan
Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya. -
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Formulir 4

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos ' Rupiah | Valas | Jumlah

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan bunga

a. Bunga

b.  Provisi dan komisi

c. Bagi hasil secara syariah
d.  Marjin

e Sewa

Jumlah pendapatan bunga

2.  Beban bunga
a. Beban bunga
b. Beban provisi dan komisi
c. Beban bagi hasil

Jumlah beban bunga
3.  Pendapatan bunga - bersih
Pendapatan asuransi dan penjaminan

a. Pendapatan premi
i.  Premi bruto
ii.  Premi reasuransi
iii. Penurunar/{kenaikan) premi yang belum merupakan

pendapatan
Jumlah pendapatan premi
b. Pendapatan komisi - bersih
c.  Pendapatan fee penjaminan

Jumlah pendapatan asuransi dan penjaminan
5. Beban asuransi dan penjaminan

a. Beban klaim asuransi
i.  Klaim bruto
ii. Klaim reasuransi
iti. Penurunan/(kenaikan} estimasi klaim retensi sendiri
Jumlah beban klaim asuransi
b. Beban klaim penjaminan

Jumlah beban asuransi dan penjaminan
6.  Pendapatan asuransi dan perjaminan - bersih

Pendapatan operasional lainnya

a. Keuntungan transaksi surat berharga - bersih
b.  Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih
c. Lain-lain

Jumlah pendapatan operasional lainnya
8. Beban/(pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva
Penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi
10. Beban operasional lainnya
a. Umum dan administrasi
b. Gaji dan tunjangan

. Lain-lain

Jumlah beban operasional lainnya

Pl
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Pos-pos

Rupiah | Valas | Jumlah

1.
ji18

v,

VL

LABA OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL
1.  Pendapatan bukan operasional
2. Beban bukan operasional
Pendapatan/ (beban) bukan operasional
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
1. Taksiran pajak penghasilan
2. Pajak tangguhan

a. Beban pajak tangguhan

b. Pendapatan pajak tangguhan

LABA BERSIH

]
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PENJELASAN POS-POS LAPORAN LABA RUGI

Laporan Laba Rugi LPEI disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran
mengenai hasil usaha LPEI dalam suatu periode tertentu. Yang dimasukkan ke dalam
Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban LPEl dalam
rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan, Pendapatan
dan beban dalam rupiah dimasukkan dalam kolom Rupiah, sedangkan pendapatan dan
beban dalam valuta asing dimasukkan dalam kolom Valas.

Laporan Laba Rugi LPEI disusun dalam bentuk berjenjang (multiple steps) yang
menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan LPEL

Cara penyajian Laporan Laba Rugi LPEI adalah sebagai berikut:

’ memuat secara rinci unsur pendapatan dan bebar; dan

«  unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang
berasal dari kegiatan operasional dan bukan operasional.

Laporan Laba Rugi dirinci sebagai berikut :

I.  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

‘Adalah semua pendapatan dalam rupiah dan valuta asing yang diperoleh LPEI dari
kegiatan operasional.

1.  Pendapatan Bunga

Adalah semua pendapatan bunga atau yang dipersamakan dengan itu yang
diperoleh LPEI baik dari kegiatan konvensional maupun syariah.

Pos ini dirinci atas:

a. DBunga
Adalah pendapatan bunga yang diperoleh LPEL antara lain dari penyaluran
pembiayaan dan penanaman dana dalam bentuk surat berharga.

b.  Provisi dan Komisi |

Adalah provisi dan komisi yang diterima sehubungan dengan kegiatan
usaha yang dilakukan LPEL Komisi yang diterima dari kegiatan asuransi
dan penjaminan tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke
dalam pos Pendapatan Asuransi dan Penjaminan setelah diperhitungkan
dengan komisi yang dibayar.

c.  Bagi hasil secara syariah
Adalah pendapatan bagi hasil yang diperoleh LPEI dari kegiatan dengan
prinsip syariah.

d. Marjin

Adalah marjin keuntungan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan
kegiatan pembiayaan dengan akad Murabahah.

e. Sewa

Adalah pendapatan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan
pembiayaan dengan akad Ijarah.

[
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Beban Bunga

Adalah semua beban bunga atau yang dipersamakan dengan itu yang

dikeluarkan oleh LPEI baijk untuk kegiatan konvensional maupun syariah.

Pos ini dirinci atas:

a.  Beban Bunga :
Adalah beban bunga yang dikeluarkan LPEI, antara lain beban bunga yang
dibayarkan sehubungan dengan penerbitan surat berharga dan penerimaan
pinjaman. ‘

b.  Provisi dan Komisi
Adalah provisi dan komisi yang dibayarkan oleh LPEL

¢.  Bagi hasil secara syariah
Adalah beban bagi hasil yang dibayarkan LPEI dari penerimaan sumber
dana dengan prinsip syariah,

Pendapatan Bunga - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

Pendapatan Asuransi dan Penjaminan

Adalah pendapatan yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan
asuransi dan penjaminan.

TPos ini dirinci atas:
a.  Pendapatan Premi
i. Premi Bruto

Adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen maupun broker.
Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan accrual
basis yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggungan.
Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (share} premi yang
diterima oleh LPEL

ii. Premi Reasuransi

Adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan
kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan tresty maupun non
treaty. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama
dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.

tii. Penurunan/(I enaikan) Premi yang Belum merupakan Pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal neraca.
Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan
adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode
berjalan dan periode lalu. Premi yang belum merupakan pendapatan
dihitung secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya
ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode yang bersangkutan.

b. Pendapatan Komisi - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan komisi yang diterima LPEI dan komisi
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dibayar schubungan dengan kegiatan asuransi.
Pendapatan Fee Penjaminan

Adalah pendapatan fee yang diperoleh LPEI dari kegiatan penjaminan.
Pendapatan fee penjaminan disajikan secara neto setelah memperhitungkan
pembayaran fee kepada penjamin ulang dan penurunan/(kenaikan) fee
penjaminan yang belum merupakan pendapatan.

Beban Asuransi dan Penjaminan

Adalah beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan
asuransi dan penjaminan. ‘

Pos ini dirinci atas:

a.

Beban Klaim Asuransi
1. Klaim Bruto

Adalah beban klaim asuransi yang meliputi klaim yang disetujui (settled
claims), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi
namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim diakui
sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

ii. Klaim Reasuransi

Adalah bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur yang diakui dan
dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan
periode pengakuan beban klaim.

iii. Penurunan/{(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Adalah selisih antara klaim retensi sendiri periode berjalan dan periode
sebelumnya,

Beban Klaim Penjaminan

Adalah Dbeban klaim yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan
penjaminan. Beban klaim penjaminan disajikan secara neto setelah
memperhitungkan klaim dari penjamin ulang dan penurunan/(kenaikan)
estimasi klaim penjaminan retensi sendiri.

Pendapatan Asuransi dan Penjaminan - Bersih
Adalah selisih antara pendapatan dan beban asuransi dan penjaminan.

a.

Pendapatan Operasional Lainnya

Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Bersih

Adalah keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga
maupun potensi keuntungan yang belum direalisasikan untuk surat
berharga yang dikategorikan untuk diperdagangkan, berupa selisih positif
antara nilai wajar pada tanggal laporan dengan nilai wajar pada periode
sebelumnya. Pos ini disajikan secara neto sefelah memperhitungkan
kerugian yang timbul dari transaksi surat berharga.

24
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b. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Bersih
Adalah keuntungan yang diperoleh LPEI dari transaksi mata uang asmg.

¢.  Lain-Lain
Adalah pendapatan operasional lainnya yang tidak termasuk ke dalam
salah satu dari pos a dan b di atas.
8.  Beban/(Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva

Adalah beban/(pendapatan) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva
produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan.
9. Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Adalah beban pembentukan penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi,

10. Beban Operasional Lainnya

a.  Beban Umum dan Administrasi
Adalah beban operasional yang dapat dikelompokkan ke dalam beban
umum dan administrasi, misalnya beban sewa dan beban pemeliharaan dan
perbaikan gedung dan peralatan.

b. Beban Gaji dan Tunjangan
Adalah beban gaji pokok, upah, tunjangan-tunjangan, honorarium, dan
biaya tenaga kerja lainnya di Iuar gaji, upah, dan honorarium, misalnya
uang lembur.

¢. Lain-Lain
' Adalah beban operasional lainnya yang tidak termasuk ke dalam salah satu
dari pos a dan b di atas.

II. LABA OPERASIONAL

Adalah selisih positif/negatif dari pendapatan operasional dikurangi beban
operasjonal. :

III. PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL

1.  Pendapatan Bukan Operasional
Adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan
utama LPEI, seperti keuntungan penjualan aktiva tetap.
2.  Beban Bukan Operasional
Adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LPEI untuk kegiatan non
operasional.
IV. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Adalah selisih positif/negatif dari laba operasional dikurangi pendapatan/(beban)
bukan operasional.
V. PAJAKPENGHASILAN

1. Taksiran Pajak Penghasilan

Adalah taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba
periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
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2,  Pajak Tangguhan
a. Beban Pajak Tangguhan

Adalah besarnya beban pajak tangguhan terkait dengan besarnya kewajiban
pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan
tanggal laporar. Pos ini disajikan di laporan laba rugi atas dasar kompensasi
(offset) dengan pos Pendapatan Pajak Tangguhan.

b. Pendapatan Pajak Tangguhan

Adalah besarnya pendapatan pajak tangguhan terkait dengan besarnya aktiva
pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan
tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi atas dasar kompensasi
(offset) dengan pos Beban Pajak Tangguhan.

VI LABA BERSIH
Adalah laba/ rugi bersih periode berjalan.
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Formulir 2.1.

I I I w v V1 VI vin IX X XI X1 X X XV
Jangka Waktu B mﬂw wr
. Jenis Nama | N Peringkat Surat Tanggal . . unga/Diskonto
Jenis Valuta Penerbit/ mmmnw Berharga ﬁmn&mmm Pemering Kategori Kualitas[— Nominal] Harga |Premium/; Jumlah
alu Tertaril Penerbit Pemeringkat katan | Lengukuran Tingkat | Jenis Suku Perolehan| Diskonto
. | Jatuh Suku Bunga
Mulai
Tempo Bunga
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MENTERI KEUANGAM
REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga yang dimiliki LPEI dalam rupiah
dan valuta asing, Pada dasarnya setiap rekening surat berharga harus dilaporkan secara
individual. Namun demikian guna penyederhanaan laporan, pelaporan surat berharga pada
daftar rincian ini dapat dilakukan penggabungan sepanjang surat berharga mempunyai ciri-
ciri yang sama.

KOLOM

L

IL
111

v.

VL

VII

Jenis

Yaitu bentuk surat berharga yang dimiliki LPEI, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Suratberharga yang diterbitkan Pemerintah Negara Republik Indonesia

2.  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) '

3. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor -

4.  Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral

> Lainnya .

Kolom ini diisi dengan rinci bentuk surat berharga yang dimiliki, misalnya Surat
Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Sertifikat Bank Indonesia.

Jenis surat berharga yang dapat dimiliki oleh LPEI tunduk pada ketentuan Undang-
Undang tentang LPEIL

Jenis Valuta
Diisi dengan jenis valuta surat berharga.

Nama Penerbit/Tertarik
Diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit/tertarik surat berharga.

Negara Penerbit
Diisi dengan nama negara tempat penerbit berdomisili.

Peringkat Surat Berharga

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Peringkat Surat Berharga.
Lembaga Pemeringkat '

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lembaga Pemeringkat.
Tanggal Pemeringkatan '

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tanggal Pemeringkatan.

: _VIIIL Kategori Pengukuran

IX.

 Diisi dengan kategori pengukuran surat berharga, yaitu:

1. Diperdagangkan

2. Tersedia untuk dijual

3. Dimiliki hingga jatuh tempo.

Jangka Waktu

1. Mulai

2, Jatuh Tempo

Lihat Penjelaéari Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.
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Kualitas
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
Suku Bunga/Diskonto
1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
a. Fixed
b. Variabel
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/ Diskonto,

Apabila penempatan dalam surat berharga tersebut tidak diberikan suku bunga,
kolom ini diisi dengan 00,00 dan jenis suku bunga diisi 0.

Nominal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

Harga Perolehan

Yaitu jumlah dana yang dikeluarkan LPEI untuk membeli surat berharga.
Premium/Diskonto

Yaitu sisa premium/diskonto dalam rupiah atan valuta asing yang belum
diamortisasi.

Jumlah
Diisi dengan nilai surat berharga pada tanggal laporan.

31



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA-

Lampiran VI
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Formulir 2.2,
DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN DAN PIUTANG
I II 1) v v VI vi VIIL IX X XI X X1 X
Jangka Waktu Suku Bunga Plafon
Jenis
. . Valuta i .
%MM. No. Jml. N m”B.m Hub. Jenis Jenis Sektor . Kualitas Tingkat Suku Jumlah
d | Rek. |Rek. |Peminjam | Dgn. |Pembiayaan| Penggunaan Ekonomi Mulai | Jatuh Bunga Jenis Suku| Plafon | Plafon
LPEI Tempo - Bunga Induk
Induk m.mw Induk | Per Fasilitas
Fasilitas
JUMLAH :

32




Lampiran V1
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN DAN PIUTANG

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua realisasi pemberian pembiayaan dan piutang,
termasuk yang dilakukan' berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valuta asing.
Pembijayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi
baik LPEI berperan sebagai arranger maupun participant dilaporkan sebesar tagihan LPEI
kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEL

KOLOM

I.  Nomor Akad
Diisi dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

IL. Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening fasilitas perabiayaan yang diberikan kepada peminjam.
Untuk pembiayaan yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi
perdagangan yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh nasabah yang
bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor L/C atau nomor lain yang
berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan, .

III. Jumlah Rekening

Diisi jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual,
jumlah rekening diisi angka 1. Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada
kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang
mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya
anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (end wuser). Misalnya,
penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, jumlah rekening
adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

IV. Nama Peminjam
Diisi dengan nama peminjam yang menandatangani akad pembiayaan.
V. Hubungan Dengan LPEI
a. Terkait dengan LPEI
b. Tidak tepkéit dengan LPEI _
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan Dengan LPEL
VL  Jenis Pembiayaan
1. Dengan perjanjian pembiayaan
Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang antara lain mengatur

besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara
pelunasan,

a. Pembiayaan yang diberikan

b. Refinancing

¢. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan ¢
di atas. -
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2. Tanpa perjanjian pembijayaan
Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.
a. Tagihan atas transaksi perdagangan

Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor) yang telah
jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

b. Lainnya
Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.
Jenis Penggunaan '
Yaitu tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:
1. Modal kerja ,
- Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal

dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan
relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

Jenis Valuta

1. Jenis Valuta Induk
Yaitu jenis valuta yang digunakan dalam pemberian fasilitas pembiayaan
sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Hanya diisi untuk peminjam
yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening atau peminjam yang
memiliki satu fasilitas pembiayaan/rekening yang penarikan pembiayaannya
dapat dilakukan dalam berbagai jenis valuta yang berbeda dengan jenis valuta
{(Induk) yang ditetapkan dalam’ perjanjian atau akad. Kolom ini diisi 0 apabila
fasilitas pembiayaan tidak memiliki jenis valuta induk.

2. Jenis Valuta per fasilitas

Yaitu - jerds valuta dari fasilitas pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh
peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Apabila LPEl memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing namun dalam
penarikannya LPEI memberikan dalam valuta rupiah (multi currency), pembiayaan
tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan yang
bersangkutan. '

Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:
Pertanian
Pertambangan
Perindustrian
Perdagangan
Listrik, Gas, dan Air
Jasa Konstruksi
Jasa Pengangkutan
Jasa-jasa lainnya
Lain-lain

el T AR e
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X.  Jangka Wakiu

1. Mulai

2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.
X1. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas

XII. Suku bunga
1. Tingkat suku bunga
a. Induk
Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki tingkat suku bunga
induk
b. Per fasilitas
2. Jenis suku bunga
a. Tetap (Fixed)
Suku bunga yang tetap selama jangka waktu tertentu.
b. Variabel
Suku bunga yang berubah-ubah selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal LPEI menggunakan kombinasi 2 jenis suku bunga tersebut, maka
pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode laporan. Jenis suku
bunga hanya diisi untuk tingkat suku bunga per fasilitas.

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/ Diskonto.

XIIL Plafon
1. Plafon Induk .
Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk peminjam yang
memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening.
Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki plafon induk
2. Plafon '

Yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang diterima oleh peminjam sebagaimana
tercantum dalam surat perjanjian/ pembiayaan.

XIV. Jumlah
Diisi dengan saldo baki debet pada tanggal laporan.
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posiéi penyertaan LPEl pada pihak laintermasuk
penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang tentang LPEI, penyertaan hanya dapat dilakukan pada
badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEL.dengan
persetujuan Menteri Keuangan.

KOLOM

L

IL.

Iil.

IV.

VI

VIL

Nama Investee

Diisi dengan nama perusahaan investee tempat LPEI melakukan penyertaan.
Negara _

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

Metode Penyertaan
1. Metode Biaya (Cost Method)

Metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan
baru diakui oleh investor bila investee mendistribusikan laba bersih (kecuali
deviden saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.

2. Metode Ekuitas (Equity Method)

Metode akuntansi yang pada awalnya mencatat investasi sebesar biaya perolehan

dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas

laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali deviden

saham) yang diterima dari investee akan mengurangi nilai tercatat penyertaan.
Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta.
Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.
Tujuan Penyertaan

Tujuan penyertaan dibedakan :

1. Dalam rangka penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya dengan
persetujuan Menteri Keuangan.

2. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan

Yaitu penyertaan modal oleh LPEI pada perusahaan peminjam untuk mengatasi
kegagalan pembiayaan (debt to equity swap), sesuai ketentuan yang berlaku.

Waktu Penyertaan

Yaitu tanggal, bulan dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan
investee.

VIIL Bagian Penyertaan

Yaitu persentase penyertaan pada perusahaan investee.
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IX. Nilai Perolehan
Yaitu nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.

X.  Jumlah
Diisi dengan nilai penyertaan pada tanggal laporan.

Biaya Perolehan digunakan untuk penyertaan yang dicatal menggunakan Metode
Biaya. Nilai Tercatat digunakan untuk penyertaan yang dicatat menggunakan Metode

Ekuitas.
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I I 111 v v VI vIL VIII X
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MENTERI KEUANGAN
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PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
Pada daftar rincian ini dilaporkan seluruh posisi surat pengakuan hutang jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah maupun valuta asing baik atas nama
maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh LPEI di pasar
sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga melainkan harus
mengurangi outstanding surat berharga yang diterbitkan tersebut. ;

KOLOM

I.  Jenis
Diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan, misalnya medium ferm notes (MTN)
atau obligasi.

II.  Jenis Valuta
Diisi dengan jenis valuta surat berharga.
L Pembeli
Diisi dengan nama pembeli surat berharga.
IV. Negara Pihak Pembeli
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

V. Jangka Waktu
1. Mulai
2. Jatuh Tempo
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.
VI. Suku Bunga/Diskonto
1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
a. Fixed
b. Variabel
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto. '

VH. Nominal
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

VIIIL Premium/Diskonto
Yaitu sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum
diamortisasi.

K. Jumlah

1. Posisi Bulan Lalu

2. Debet

3. Kredit

4. Lainnya

5. Posisi Bulan Laporan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.
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Formulir 2.5.
DAFTAR NHZ.HE_Wz PINJAMAN YANG DITERIMA
1 iI 111 v v VI VII VI X
Sumb Jenis Negara gl T Ti m_MA e Nominal/ Jurnfah
. . t i
e Jenis Valuta Kreditax Kreditur Mulai Jatuh Wﬂmﬁp WMMM Em.mﬁ.j\uﬁummr Bulan Debet | Kredit | Lainnya Bulan
. Tempo B Pinjaman Lalu o4 Laporan
unga Bunga
JUMLAH
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

Pada daftar rincian ini dilaporkan seluruh posisi pinjaman yang diterima LPEI dari pihak

lain.

KOLOM

L

IL

I1I.

Iv.

VL

VIL

VIII.

IX.

Sumber
Diisi dengan sumber pinjaman, yaitu:
1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan;
4. Pemerintah.
Jenis
1. Subordinasi
Pinjaman yang memenuhi kriteria subordinast, antara lain bersifat yunior dan
memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.
2. Lainnya
Pinjaman selain pinjaman subordinasi.

- Jenis Valuta ,

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta.
Kreditur
Diisi dengan nama kreditur yang memberikan pinjamar.
Negara Pihak Kreditur
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.
Jangka Waktu ’
1. Mulai
2. Jatuh Tempo
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu. .
Suku Bunga
1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
a. Fixed
b. Variabel
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian teritang Suku Bunga/ Diskonto.

Nominal/Plafon/Jumlah Pinjaman
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

Jumlah

1. Bulan Lalu

2. Debet

3. Kredit

4, Lainnya

5. Bulan Laporan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.
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PENJELASAN DAFTAR RINCIAN HIBAH YANG DITERIMA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah
dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valuta asing, dilaporkan
menurut kurs konversi Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima,

KOLOM
I,  Pemberi Hibah
Diisi dengan nama pihak pemberi hibah.
II. Hubungan dengan LPEIL
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEL
III. Negara Asal '
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.
IV. Jenis Hibah '
Diisi dengan jenis hibah yang diterima, misalnya tunai.
V. Jumlah
Diisi dengan nilai hibah yang diterima.

Fa S
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Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BABIV
LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN

Formulir 1
PROFIL LPEI
1. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan D et
2. Jumlah Pegawai ' PN
a. Kantor Pusat D e v
b. Kantor Cabang e e
c. Kantor Perwakilan ' O
3. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
a. Penyusun Laporan
* Nama . e
* Bagian/Divisi et
* Nomor Telepon : -
*  E-mail
b. Penanggung Jawab Laporan
* Nama . N
* Bagian/Divisi : e b s
* Nomor Telepon :
*  E-mail : U OO




¢ MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 1.1.

DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

Nama Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Alamat Lengkap

Telepon/Faksimile

Jumlah Pegawai Nama Pemimpin
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Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

Formulir ini berisi informasi kantor cabang/kantor perwakilan LPEL

Kolom
1. Nomor
Cukup jelas.

2. N ama Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Diisi dengan nama kantor cabang atau kantor perwakilan.
Contoh:

» Kantor Cabang Surabaya

* Kantor Perwakilan Medan

3. Alamat lengkap

Diisi dengan alamat lengkap kantor cabang/kantor perwakilan.

4. Telepon/Faksimile

Diisi dengan kode negara, kode area dan nomor telepon/faksimile masing-masing
kantor cabang/kantor perwakilan.

5. Jumlah Pegawai

Diisi dengan jumlah pegawai termasuk tenaga honorarium.

6. Nama Pemimpin

Diisi dengan nama pemimpin kantor cabang/kantor perwakilan.
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Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1.2,

DAFTAR RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI

Jumlah

Tingkat Pendidikan
L P Total

Kantor Pusat
a. s.d.SLTP
b. SLTA

S1

d. 52

e. 53

0

Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
a. s.d.SLTP

b. SLTA

51

52

e. S3

a0

Jumlah
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Lampiran VI

Peraturan Meénteri Keuangan :
Nomor 140/PMK.010/2009
tenfang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAT

Formulir ini berisi rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan baik di kantor
-~ pusat maupun kantor cabang/kantor perwakilan LPEI.

Kolom
1. Tingkat Pendidikan

P

* Kantor Pusat
a. s.d. SLTP
b. SLTA
¢. Sl
d. 52
e. 53
* Kantor Cabang
a. s.d.SLTP
b. SLTA
c 51
d. 52
e. 53
Cukup jelas
2. Jumlah
» Laki-laki
* Perempuan
« Total
Cukup jelas
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Lampiran V1
. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
I
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Formulir 2
LAPORAN KEGIATAN PEMBIAYAAN
I I i I\% \Y Vi VI VI X X X1 XII XIII X
Jenis Jangka Waktu . m:m_ﬂ”n Bunga Plafon
Tingkat Suku
No. | No. | JmlL | Nama w&. Jenis Jenis Valuta Sektor . E aa Jenis
. . . gn. . . Jatuh Kualitas & Plafon Juml
Akad | Rek Rek. | Peminjam LPEI Pembiayaan | Penggunaan Ekonomi | pfulai Suku Plafon
: Per Tempo Induk | Per Fasilitas Induk
Induk . Bunga
Fasilitas
JUMLAH
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REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK,010/2009

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Fkspor Indonesia

XV.

PENJELASAN
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Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor L40/PMK,010/2009

MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK iNDONESIA

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN PEMBIAYAAN

Pada laporan kegiatan pembiayaan semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian
pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing yang dilakukan LPEI selama semester yang
bersangkutan.

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi
baik LPEI berperan sebagai arranger maupun participant dilaporkan sebesar tagihan LPEI
kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEL

KOLOM

L

II.

ITI.

Iv.

VI

Nomor Akad
Diisi dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada peminjam.
Untuk pembiayaan yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi
perdagangan yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh nasabah yang
bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor L/C atau nomor lain yang
berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan.
Jumlah Rekening
Diisi jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual,
jumlah rekening diisi angka 1 (satuz). Dalam hal fasilitas pembiayaan dibetikan kepada
kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang
mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya
anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (end user). Misalnya,
penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, jumlah rekening
adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.
Nama Peminjam
Diisi dengan nama peminjam yang menandatangani akad pembiayaan.
Hubungan Dengan LPEI
a.  Terkait dengan LPEI
b.  Tidak terkait dengan LPEI
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan Dengan LPEL
Jenis Pembiayaan
1. Dengan perjanjian pembiayaan
Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang antara lain mengatur
besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara
pelunasan. :
a. Pembiayaan yang diberikan
b. Refinancing
c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)
d. Lainnya :
Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan ¢
di atas.
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Lampiran VI

Peraturan Ménteri Keuangan :
Notnor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA .

2. Tanpa perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.

a. Tagihan atas transaksi perdagangan

Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor impor) yang
telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

b. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.

VII. Jenis Penggunaan

Yaitu tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

T.

Modal kerja
Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.
Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal
dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi,
dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru,

VIII. Jenis Valuta

1.

Jenis Valuta Induk

Yaitu jenis valuta yang digunakan dalam pemberian fasilitas pembiayaan
sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Hanya diisi untuk
peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening atau
peminjam yang memiliki satu fasilitas pembiayaan/rekening yang penarikan
pembiayaannya dapat dilakukan dalam berbagai jenis valuta yang berbeda
dengan jenis valuta (Induk) yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad. Kolom
ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki jenis valuta induk.

Jenis Valuta per fasilitas

Yaitu jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh
peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Apabila LPEI memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing namun
dalam penarikannya LPEI memberikan dalam valuta rupiah (multi currency),
pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai .dengan akad
pembiayaan yang bersangkutan. '

IX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

el A o A o

Pertanian
Pertambangan
Perindustrian
Perdagangan
Listrik, Gas, dan Air
Jasa Konstruksi

Jasa Pengangkutan

]asa—jase} lainnya
Lain-lain



Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

X. Jangka Waktu
1. Mulai
2. Jatuh Tempo
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.
XI. Kualitas
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas

4"--..-« . J?’

XII. Suku bunga
1.  Tingkat suku bunga
a. Induk
Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki tingkat suku bunga
induk
b.  Per fasilitas
2. Jenis suku bunga
a.  Tetap (Fixed)
Suku bunga yang tetap selama jangka waktu tertentu.
b.  Variabel
Suku bunga yang berubah-ubah selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal LPEl menggunakan kombinasi 2 jenis suku bunga tersebut, maka
pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode laporan. Jenis suku
bunga hanya diisi untuk tingkat suku bunga per fasilitas.

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/ Diskonto.
XIIIL. Plafon
1.  Plafon Induk
Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk peminjam
yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening. '
Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pémbiayaan tidak memiliki plafon induk-

2,  Plafon
Yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang diterima oleh peminjam sebagaimana
tercantum dalam surat perjanjian/ pembiayaan. {
XIV. Jumlah '
Diisi dengan saldo baki debet pada tanggal laporan. VT

XV. Penjelasan
Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan pembiayaan yang
dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas
kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan
target dan kondisi perekonomian yang relevan.
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tenitang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 3
LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN
I 1 m v v VI VIl VI X
Nama Penerima Nama Teriamin E:Gw:mmb dengan LPEL Jenis Jenis Sektor Jangka Waktu Rate Jumiah .
Jaminan 1} Penerima Terjamin Penjaminan Valuta Ekonomi Mulai Jatuh Penjaminan | Total Retensi
Jaminan Tempo Penjaminan Sendiri
JUMLAH
i 19 ../ '
A r - '\,
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Lampiran VI

Peraturan Menter; Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

X. PENJELASAN
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Lampiran VI

Pératuran Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN

Pada laporan kegiatan penjaminan semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian
penjaminan dalam rupiah dan valuta asing selama semester yang bersangkutan.

o KOLOM
£ 1.  Nama Penerima Jaminan
Diisi dengan nama penerima jaminan.
II. Nama Terjamin
Diisi dengan nama terjamin.
1L Hubungan dengan LPEI
1. Penetrima Jaminan
2. Terjamin
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEL
IV. Jenis Penjaminan
Jenis penjaminan yang dapat diberikan oleh LPEI meliputi:
1. Penjaminan bagi ekportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli
barang dan/atau jasa di luar negeri;

2. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas
pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia
untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau
pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;

3. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi
ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;

4. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang
seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

V. Jenis Valuta .
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta
VI. Sektor Ekonomi
Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:
Pertanian
Pertambangan
Perindustrian

A

Perdagangan
Listrik, Gas, dan Air
Jasa Konstruksi

Jasa Pengangkutan
Jasa-jasa lainnya

Lo RNoy R =

Lain-lain
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Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

VII. Jangka Waktu
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VIIL. Rate Penjaminan
Diisi dengan rate penjaminan yang dibebankan oleh LPEI
IX. Jumlah

1. Total Penjaminan

L

Diisi dengan jumlah penutupan penjamjnan.'
2. Retensi Sendiri
* Diisi dengan bagian/ porsi perjaminan yang ditanggung oleh LPEL
X. Penjelasan
Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan penjaminan yang
dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas

kegiatan penjaminan yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan
target dan kondisi perekonomian yang relevan.

£ye
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Lampiran VI

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140 /PMK.0L10/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 4
LAPORAN KEGIATAN ASURANSI
I 1| 11} v Vi \%! VI VIII
Nama Tertanggung Hubungan dengan Jenis Asuransi : Sektor jangka Waktu Rate Premi Ju
LPEI Jenis konomi
Valuta Ekonomi Mulai Jatuh Tempo Total Retensi Sendiri
Pertanggungan
JUMLAH
59
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Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.010/2009

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

IX. PENJELASAN

60

Lo

1Y'hv



Lampiran VI

Pératuran Menteri Keuangan

Nomor 140/PMK.0L10/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA -

I;EN]ELASAN LAPORAN KEGIATAN ASURANSI

Pada laporan kegiatan asuransi semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian
asuransi dalam rupiah dan valuta asing selama semester yang bersangkutan.

KOLOM

L

1L

111

VI

VIIL

VIIL

X

Nama Tertanggung

Diisi dengan nama tertanggung.

Hubungan dengan LPEL

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEL
Jenis Asuransi ' ‘

Jenis asuransi yang dapat diberikan oleh LPEI meliputi:

1.  Asuransi atas risiko kegagalan ekspor; "

2.  Asuransi atas risiko kegagalan bayar; X

3.  Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indone51a di luar negeri;
4.  Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
Jenis Valuta '

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta

Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

Pertanian

Pertambangan

Perindustrian

Perdagangan

Listrik, Gas, dan Air

Jasa Konstruksi

Jasa Pengangkutan

Jasa-jasa lainnya

Lain-lain

]angka Waktu
Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu

000 NS U AW

Rate Premi

Diisi dengan rate premi asuransi yang dibebankan oleh LPEL
Jumlah

1. Total Pertanggungan

Diisi dengan jumlah pertanggungan, termasuk yang ditanggung perusahaan
reasuransi.

2. Retensi Sendiri
Diisi dengan bagian /porsi asuransi yang ditanggung oleh LPEL
Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan asuransi yang
dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas
kegiatan asuransi yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan
target dan kondisi perekonomian yang relevan.
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MENTERI KEUANGAN
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LAPORAN KEGIATAN LAINNYA

Diisi dengan laporan kegiatan lain selain pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang
dilakukan LPEI, seperti kegiatan jasa konsultasi.

Salinan sesuai dengan aslinys, . . MENTERI KEUANGAN
Kepala Biro Unum. |, o7y ) ttd.
b.
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